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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya,
sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ]) Bupati Muara Enim Tahun
Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyampaian LKP] Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2024 ini disusun dalam rangka
memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini disusun berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023.

Sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas, LKP] Bupati Muara Enim Tahun
Anggaran 2024 merupakan salah satu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang
jelas kepada masyarakat. Tahun 2024 ini juga menandai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Muara Enim 2018-2023.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, Pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD/BUMS, serta seluruh
masyarakat yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Kabupaten Muara Enim. Dukungan ini telah memungkinkan
pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan lancar.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar
untuk perbaikan serta penyempurnaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di
Kabupaten Muara Enim di masa yang akan datang, dan dapat mendorong tercapainya
perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Muara Enim.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muara Enim, Maret 2025
BUPATI MUARA ENIM

H. EDISON. SH., M.Hum.
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BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud
demokrasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan hak,
pelimpahan kewenangan, dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan
untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
pelayanan publik dan daya saing daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melakukan
percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peran serta masyarakat dalam proses
pembangunan. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, kondisi daerah, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah.

Selain memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut
prakarsa dan kepentingan sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 154
Ayat (1) mengamanatkan kepada kepala daerah untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada kepada DPRD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tersebut
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan
penugasan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ]) kepala daerah tersebut
disampaikan kepada DPRD setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka

Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkewajiban untuk menyampaikan LKP] Bupati
Muara Enim Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Muara Enim dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu 2024-2026, dengan
berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim seiring dengan
berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Muara  Enim Tahun 2018-2023, hal ini juga berarti berakhirnya visi dan misi
pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun
2018-2023.
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Berdasarkan uraian di atas dan untuk menentukan tujuan serta sasaran

pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026
mempedomani Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025.

1.1 Dasar Hukum
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun 2024,

disusun
berikut :
1.

10.

dengan mempedomani peraturan perundang-undangan antara lain sebagai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 55),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 210 Tahun 2000);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2005, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2006);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2019; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1781 Tahun 2020);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
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2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Seri E Tahun
2008);

23. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;

24. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

26. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

27. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

1. Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 (Unaudited), dengan
menggunakan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 sebagai tolak ukur.

2. Membangun pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
tentang pengelolaan APBD selama tahun anggaran 2024 sekaligus sebagai bahan
evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja tahun anggaran berikutnya.

3. Memperoleh masukan dan umpan balik dari DPRD dalam rangka peningkatan
pelayanan publik pada berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan ke masyarakat.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai uraian di atas untuk menentukan tujuan serta sasaran pembangunan
daerah dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 mempedomani Visi
dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025. Ada pun jabaran mengenai Visi dan Misi
tersebut ialah:

Tabel 1.1 Visi, Misi, dan Tujuan RPJPD Tahun 2005-2025
Kabupaten Muara Enim

RPJPD 2005-2025

Visi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, yaitu
“Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera”

Misi Sasaran
Visi Sehat diwujudkan melalui Misi | Sasaran Sehat adalah sebagai berikut:
sebagai berikut : 1. Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani
1. Mewujudkan masyarakat yang
sehat jasmani
Misi Sasaran
2. Mewujudkan masyarakat yang | 2. Terwujudnya masyarakat yang sehat rohani
sehat rohani
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RPJPD 2005-2025

Visi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, yaitu
“Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera”

Misi

Sasaran

Visi Mandiri diwujudkan melalui
Misi sebagai berikut :
1.

Mewujudkan pengembangan
ekonomi berbasis sumber daya
lokal

Mewujudkan sumber daya
manusia (SDM) berkualitas
Mewujudkan lembaga
pemerintahan yang baik
Mewujudkan perekonomian
yang mempunyai daya saing
tinggi

1.

10.
11.

12.
13.

Sasaran Mandiri adalah sebagai berikut:

Terwujudnya perekonomian daerah yang
berbasis sumber daya lokal (pertanian dan
pertambangan) secara berkelanjutan
Terwujudnya pengembangan industri
pengolahan yang berbasis pertanian
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan

Terwujudnya struktur perekonomian yang
semakin proporsional

Terwujudnya pembangunan sesuai dengan
RTRW

Terwujudnya kerjasama antar lembaga,
daerah, dan antara negara.

Terwujudnya SDM yang berkualitas dan
menguasai IPTEK

Terwujudnya dana pembangunan dari
sumber penerimaan lokal (Peningkatan
PADS)

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas
dan memadai

Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik
Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi
berkembangnya tata kelola pemerintahan
yang baik

Terwujudnya kepastian hukum
Terwujudnya kehidupan yang lebih
demokratis

2.

Visi Sejahtera diwujudkan melalui
Misi sebagai berikut :
1.

Mewujudkan masyarakat yang
dapat memenuhi hak-hak dasar
Mewujudkan masyarakat yang
semakin dapat
mengaktualisasikan diri

1.

8.
9.

Sasaran Sejahtera adalah sebagai berikut:

Terwujudnya masyarakat yang dapat
memenuhi kebutuhan dasar (pangan,
sandang, dan papan) yang layak
Terwujudnya masyarakat yang sehat
Terwujudnya masyarakat yang
berpendidikan

Terwujudnya masyarakat yang mempunyai
pekerjaan yang layak

Terwujudnya masyarakat yang mempunyai
lingkungan yang bersih

Terwujudnya masyarakat yang sadar
berpolitik

Terwujudnya masyarakat yang taat
menjalankan syariat agama

Terwujudnya keamanan dalam masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang semakin
dapat mengaktualisasikan diri

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

Sementara tujuan dan sasaran Kepala Daerah sesuai dengan RPD Muara Enim 2024-
2026 ialah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2024
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Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

Kondisi
: . Awal Target
No| Tujuan Sasaran Indikator 2022 2024 | 2025 | 2026
1 Meningkatnya kualitas kesehatan/Penilaian Capaian n/a |[PadapalPadapaWiwerda|
jasmani dan rohani masyarakat [Kabupaten Sehat (71-80) | (71-80)| (81-90)
1.1Meningkatkan Indeks Keluarga 0.6 0.6 0.7 0.8
akses dan kualitas [Sehat
layanan kesehatan
masyarakat
1.2Meningkatkan Indeks Kota Toleran | 4.98 5.08 | 5.18 5.28
kerukunan antar
umat beragama
1.3Meningkatkan Indeks Lingkungan | 61.70 | 61.80 | 61.90 | 70.00
kualitas lingkunganHidup
hidup
2 Meningkatnya pertumbuhan Indeks 5.46 554 | 5.62 5.70
ekonomi Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif
2.1Meningkatkan Pertumbuhan 8,39 6.60 | 7.01 7.44
pengembangan ekonomi
ekonomi berbasis
sumber daya lokal
2.2Meningkatkan Indeks Gini 0,320 0,319 | 0,318 | 0,317
Pemerataan
Pendapatan
Masyarakat
3 |Meningkatnya derajat kualitas  [[ndeks 69.43 | 69.79 | 70.15 | 70.51
sumber daya manusia Pembangunan
Manusia
3.1Meningkatkan Usia Harapan Hidup| 69.38 | 69.63 | 69.88 | 70.05
kualitas hidup
masyarakat
3.2Meningkatkan Angka Harapan 11.99 | 12.00 | 12.01 | 12.02
kualitas pendidikanLama Sekolah
masyarakat Rata-Rata Lama 7.9 798 | 8.06 9.00
Sekolah
3.3Meningkatkan dayaPengeluaran Per 11,304 |11,450|11,597 | 11,744
beli masyarakat  [Kapita
4 Meningkatnya akuntabilitas dan [[ndeks Reformasi B B B B
tata kelola pemerintahan Birokrasi
4.1Meningkatkan Indeks Pengelolaan B B B B
kualitas Keuangan Daerah
pengelolaan
keuangan daerah
4.2Meningkatkan Indeks SPBE 291 3.00 | 3.10 3.20
sistem
pemerintahan
berbasis elektronik
-6
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Kondisi

: . Awal Target
No| Tujuan Sasaran Indikator 2022 2024 | 2025 | 2026
4.3Meningkatkan Predikat SAKIP BB BB BB BB
akuntabilitas
kinerja pemerintah
4 .4Meningkatkan Nilai Kualitas 3.90 422 | 454 4.86
kualitas pelayanan [Pelayanan Publik
ublik
5 |Meningkatnya pemenuhan Persentase 1112 | 10.71 | 10.29 | 9.88
kebutuhan dasar masyarakat Penduduk Miskin
5.1Meningkatkan Persentase 85,55 | 81.73 | 78.69 | 75.76
penanganan PPKS |penurunan peserta
PPKS
5.2Menurunkan Tingkat 412 4.00 | 3.88 3.76
tingkat Pengangguran
pengangguran Terbuka
terbuka
5.3Meningkatkan Skor Pola Pangan 85.00 | 87.00 | 90.00 | 92.00
ketahanan pangan [Harapan
masyarakat
5.4Meningkatkan Laju Pertumbuhan 1.03 1.02 | 1.01 1.00
pengendalian Penduduk
pertumbuhan
enduduk
5.5Meningkatkan Persentase Rumah 91.88 | 93.88 | 95.88 | 97.88
kualitas layanan  [Layak Huni
hunian masyarakat
6 Meningkatnya peran serta dan  [Indeks 89.67 | 89.76 | 89.85 | 89.93
kesetaraan masyarakat dalam  [Pengarusutamaan
pembangunan daerah Gender (IPG)
Indeks 71.65 | 74.52 | 77.39 | 80.25
Pemberdayaan
Gender
(IDG)
6.1Meningkatkan Persentase 0.09 0.09 | 0.09 0.09
peran serta Peningkatan IPG
perempuan dalam
embangunan
6.2Meningkatkan Persentase 2.87 287 | 2.87 2.87
pemberdayaan Peningkatan IDG
perempuan dalam
embangunan
7 |Meningkatnya pemenuhan hak [Predikat Kota Layak| Nindya [Nindya[Nindyal Utama
anak Anak
7.1Meningkatkan DesaPersentase Desa 3.25 6.10 | 10.20 | 12.20
Ramah Perempuan [Ramah Perempuan
dan Peduli Anak |dan Peduli Anak

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-

2026 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang
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Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038. Strategi RPD Kabupaten Muara
Enim Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

No. Tujuan/Sasaran Strategi
1. Meningkatnya kualitas kesehatan
jasmani dan rohani masyarakat
1.1 | Meningkatkan akses dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam
kualitas layanan kesehatan kepesertaan JKN
masyarakat Peningkatan lingkungan sehat
Peningkatan akses jamban sehat masyarakat
Peningkatan pelayanan persalinan bagi ibu
melahirkan di fasilitas kesehatan
Peningkatan akses sarana air bersih
masyarakat
1.2 | Meningkatkan kerukunan Peningkatan keamanan dan ketertiban
antar umat beragama Masyarakat
Peningkatan kenyamanan bagi umat
beragama dalam menjalankan ibadah
Peningkatan kemudahan bagi umat
beragama dalam menjalankan ibadah
1.3 | Meningkatkan kualitas Peningkatan kualitas air, udara, dan lahan
lingkungan hidup Peningkatan ketaatan terhadap RTRW
Peningkatan kualitas pengelolaan
persampahan
2. Meningkatnya pengembangan
ekonomi berbasis sumber daya
lokal
21 | Meningkatkan pertumbuhan | Peningkatan Pendapatan Masyarakat
ekonomi Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Peningkatan iklim usaha mikro kecil
Peningkatan kualitas layanan perizinan
Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten
Muara Enim
Peningkatan perekonomian sektor unggulan
2.2 | Meningkatkan Pemerataan Peningkatan pemberdayaan ekonomi Desa
Pendapatan masyarakat Peningkatan kualitas pembangunan
infrastruktur dasar dan konektivitas antar
daerah sesuai dengan RTRW
Peningkatan produktivitas sektor pertanian
3. Meningkatnya derajat kualitas
sumber daya manusia
3.1 | Meningkatkan kualitas a) Peningkatan Pengelolaan Pencegahan dan
hidup masyarakat Pengendalian Penyakit
b) Peningkatan status kesehatan ibu
3.2 | Meningkatkan kualitas a) Peningkatan pemerataan layanan
pendidikan masyarakat pendidikan
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No. Tujuan/Sasaran Strategi
b) Peningkatan akses layanan pendidikan
c) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga
pendidik
3.3 | Meningkatkan daya beli a) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
masyarakat b) Peningkatan perlindungan sosial tenaga
kerja
4. Meningkatnya akuntabilitas dan
tata kelola pemerintahan
41 | Meningkatkan kualitas a) Peningkatan akuntabilitas keuangan
pengelolaan keuangan daerah
daerah b) Peningkatan Pengawasan aparatur
4.2 | Meningkatkan sistem a) Peningkatan kualitas layanan internet intra
pemerintahan berbasis pemerintah
elektronik b) Peningkatan kualitas pelayanan
administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik
4.3 | Meningkatkan akuntabilitas | a) Peningkatan maturitas SPIP
kinerja pemerintah b) Peningkatan kualitas sumber daya
aparatur
4.4 | Meningkatkan kualitas a) Peningkatan Kemandirian RSUD
pelayanan publik b) Peningkatan kepuasan masyarakat
c) Peningkatan pelestarian budaya daerah
d) Peningkatan Inovasi Daerah
e) Peningkatan hasil kelitbangan yang
dimanfaatkan
5. Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat
51 | Meningkatkan penanganan | a) Peningkatan Perlindungan, Rehabilitasi,
PPKS dan Pemberdayaan PPKS
b) Peningkatan Kemandirian PPKS
5.2 | Menurunkan tingkat a) Peningkatan kualitas tenaga kerja
pengangguran terbuka b) Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan yang
Kondusif Dalam Hubungan Industrial
5.3 | Meningkatkan ketahanan a) Peningkatan ketersediaan pangan
pangan masyarakat b) Peningkatan cadangan pangan
c) Peningkatan konsumsi pangan
d) Peningkatan pangan yang aman untuk
dikonsumsi
5.4 | Meningkatkan pengendalian | a) Peningkatan kepesertaan KB pada
pertumbuhan penduduk pasangan usia subur
b) Penurunan angka kelahiran
5.5 | Meningkatkan kualitas a) Peningkatan kualitas permukiman
layanan hunian masyarakat | masyarakat
b) Peningkatan kualitas Prasarana dan
Sarana Utilitas Umum Permukiman
6. Meningkatnya Peran Serta dan

Kesetaraan Masyarakat Dalam

Pembangunan Daerah
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No. Tujuan/Sasaran Strategi

6.1 | Meningkatkan peran serta a) Peningkatan angka harapan hidup
perempuan dalam perempuan
pembangunan b) Peningkatan kualitas pendidikan
perempuan

c) Peningkatan akses peluang usaha bagi

perempuan
6.2 | Meningkatkan a) Peningkatan peran perempuan dalam
pemberdayaan perempuan parlemen
dalam pembangunan b) Peningkatan tenaga profesional
perempuan

¢) Peningkatan sumbangan pendapatan

perempuan

7. Meningkatkan pemenuhan hak
anak

7.1 | Meningkatkan Desa Ramah | a) Peningkatan peran serta kader dan
Perempuan dan Peduli Anak | relawan peduli anak dan perempuan b)
Peningkatan kapasitas SDM Penanganan
Perempuan dan Anak

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan
sebelumnya, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Muara Enim periode tahun
2024-2026, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.4 Arah Kebijakan RPD Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024-2026

ARAH KEBIJAKAN
1. Mempercepat pemulihan |1. Meningkatkan 1. Meningkatkan kualitas
ekonomi masyarakat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
melalui peningkatan pangan masyarakat, yang inklusif.
kinerja UMK/IKM dan guna mendukung 2. Meningkatkan layanan
pemberdayaan pengurangan angka infrastruktur dan
masyarakat. kemiskinan. konektivitas antar
2. Mempercepat penurunan |2. Meningkatkan daerah, guna
angka kemiskinan, pemerataan layanan meningkatkan
khususnya kemiskinan infrastruktur dasar, pemerataan
ekstrem. guna mendukung pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas konektivitas antar 3. Meningkatkan nilai
pelayanan pendidikan, wilayah dan tambah sektor unggulan
kesehatan, dan peningkatan kualitas dan daya saing daerah.
infrastruktur dasar pelayanan dasar. 4. Meningkatkan kualitas
lainnya guna 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
peningkatan kualitas sumber daya manusia 5. Meningkatkan kualitas
pelayanan publik. untuk meningkatkan lingkungan hidup dan
4. Meningkatkan kualitas daya saing daerah. ketahanan bencana.
sumber daya manusia,
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ARAH KEBIJAKAN

khususnya bagi Aparatur |4. Meningkatkan kualitas | 6. Meningkatkan

Sipil Negara untuk lingkungan hidup dan pemberdayaan
mendukung kinerja ketahanan bencana. masyarakat guna
Reformasi Birokrasi. 5. Meningkatkan kualitas mendukung penurunan

5. Meningkatkan kualitas pelayan publik dan angka kemiskinan.
lingkungan hidup dan reformasi birokrasi.

ketahanan bencana.

6. Meningkatkan
produktivitas, nilai
tambah, dan hilirisasi
sektor pertanian.

7. Mendukung
terwujudnya
penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang
kondusif.

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026

Sedangkan tema pembangunan Kabupaten Muara Enim periode 2024-2026, antara lain
sebagai berikut:

Tabel 1.5 Tema Pembangunan RPD Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024-2026

2024. STABILITAS EKONOMI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
DASAR

Diarahkan untuk PRIORITAS PEMBANGUNAN:

peningkatan aktivitas a) Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat;
perekonomian masyarakat b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan,
pasca pandemi Covid-19 dan kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya;
peningkatan kualitas layanan c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
dasar bidang pendidikan, d) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan
kesehatan, dan infrastruktur ketahanan bencana.

daerah

2025. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Diarahkan untuk penguatan | PRIORITAS PEMBANGUNAN:

ketahanan ekonomi a) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan
masyarakat, khususnya di masyarakat;

bidang ketahanan pangan b) Meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur
dan pertanian, serta dasar;

pemerataan layanan c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
infrastruktur dasar. d) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2026. PEMANTAPAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING
DAERAH

Diarahkan untuk PRIORITAS PEMBANGUNAN:

peningkatan nilai tambah a) Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi;
produk unggulan daerah dan | b) Meningkatkan layanan infrastruktur dan konektivitas
peningkatan konektivitas antar daerah;
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antar wilayah, dan
peningkatan kualitas sumber
daya manusia.

c) Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan
daya saing daerah;
d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

e) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026

1.3 Data Umum Daerah
1.3.1. Kondisi Geografis
Kabupaten Muara Enim saat ini merupakan 1 (satu) kabupaten dari 17 (tujuh
belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, secara geografis terletak antara
103018'57" - 104°40'37”, Bujur Timur dan 3°3'40" - 4022'39", Lintang Selatan. Luas
wilayah Kabupaten Muara Enim sekitar 7.383,90 km? terletak di tengah-tengah
wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten
Muara Enim adalah sebagai berikut:
» Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Prabumulih.
» Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten
Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota
Prabumulih.
» Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
» Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan

Kota Prabumulih.
Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Muara Enim
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Sumber : RTRW Kabupaten Muara Enim, 2018-2038

Kabupaten Muara Enim secara administratif terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa
definitif dan 10 kelurahan, dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Muara
Enim. Dari 22 kecamatan tersebut, ada 3 kecamatan yang memiliki luas wilayah

terbesar adalah Kecamatan Gelumbang seluas 724,05 km? atau sebesar 9,81%,

[-12

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim
Tahun Anggaran 2024




Kecamatan Rambang Niru seluas 535,82 km? atau 7,26% dan Kecamatan Tanjung
Agung seluas 517,10 km? atau 7,00%.

Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Muara Enim sebagian besar
kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter
di atas permukaan laut yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan dengan cakupan luas
3.733,25 km? atau 50,6% dari luas Kabupaten Muara Enim. Sebelas
Kecamatan lainnya berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan

mencapai

laut (mdpl). Lebih rinci, tinggi rata-rata, luas daerah dan jumlah desa/kelurahan
menurut kecamatan di Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Muara Enim

Tinggi Luas Persentase thd Jumlah
No. Kecamatan Rata-Rata dpl Daerah Luas Kab.( %) Desa/
(m) (km?) Kelurahan
q | Semende Darat 900 - 2.800 488,18 6,61 10
Ulu
p | Semende Darat 600 - 1.200 192,64 2,61 12
Tengah
3 | Semende Darat 500 - 1.400 269,14 3,64 10
Laut
4 | Tanjung Agung 0 -1.000 517,10 7,00 14
5 | Lawang Kidul 0-1.200 287,26 3,89 7
6 | Muara Enim 0-200 191,50 2,59 16
7 | Ujan Mas 0-200 311,33 4,22 9
8 | Benakat <100 453,75 6,15 6
9 | Gunung Megang <100 471,36 6,38 13
10 | Rambang Niru 0-200 535,82 7,26 16
11 | Lubai <100 531,46 7,20 10
12 | Rambang 0-200 496,85 6,73 13
13 | Lembak <100 205,72 2,79 10
14 | Kelekar <100 158,60 2,15 7
15 | Gelumbang <100 724,05 9,81 23
16 | Sungai Rotan <100 344,14 4,66 19
17 | Muara Belida <100 204,67 2,77 8
18 | Belimbing <100 130,61 1,77 10
19 | Belida Darat <100 370,54 5,02 10
20 | Lubai Ulu 0-200 162,88 2,21 11
p1 | Empat Petulai <100 138,35 1,87 10
Dangku
22 | Panang Enim 100 - 1.100 197,95 2,68 12
Total 7.383,90 100 256

Sumber : RPJMD Kabupaten Muara Enim 2018-2023

1.3.2. Kondisi Demografis
Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 ialah 645,250 jiwa.
Jika dilihat dari kelompok umur, penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun)
mencapai 443,536 jiwa atau 68,73% dari jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim.
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Penduduk dengan usia produktif mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika
ditelaah dari tahun-tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan sebanyak 1,24 % dari
tahun 2022 ke tahun 2023, dan terjadi pula peningkatan sebanyak 1,34% dari tahun
2023 ke 2024.

Sementara, untuk penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 161,789 jiwa atau
25,07% dari keseluruhan penduduk Muara Enim. Angka ini mengalami penurunan
selama tiga tahun terakhir, yang mana persentase jumlah penduduk usia tersebut di
tahun 2022 ialah sebesar 27,65% kemudian turun sebanyak 1,24% menjadi 26,41% di
tahun 2023.

Ada pun jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas ialah 31.631 jiwa atau 5,07 %
dari keseluruhan penduduk Muara Enim, angka ini juga mengalami peningkatan
dalam tiga tahun terakhir, yang mana dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat
sebanyak 0,66% dan dari tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat sebanyak 0,45%. Ada
pun jabaran mengenai jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim ialah sebagai
berikut:

Tabel 1.4 Tabel Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim
Menurut Kelompok Umur Tahun 2022-2024

] KU 2022 2023 2024

elompok Umur

No. P Jumlah Jumlah Jumlah
(Tahun) . % . % . %

(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)

1 0-14 172.527 | 27,65 | 169.070 | 26,41 | 161,789 | 25,07

2 15 -64 419.861 | 67,28 | 434.455 | 67,86 | 443,536 | 68,73

3 65 + 31.631 | 5,07 |36.699 |573 |39925 |6,18

Total 624.012 | 100 | 640.224 | 100 | 645,250 | 100

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2024

Sementara itu, jika dilihat dari persentase penduduk yang bekerja menurut
lapangan usaha/sektor ekonomi, di tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten
Muara Enim yang bekerja ialah sebanyak 50.000 jiwa. Sebanyak 31,678% penduduk
Kabupaten Muara Enim bekerja pada sektor primer (sektor pertanian, peternakan,
perikanan, dan pertambangan). Penduduk yang bekerja di sektor sekunder seperti di
bagian manufaktur dan konstruksi sebesar 16,126%, sedangkan penduduk yang
bekerja di sektor tersier seperti di bidang jasa, keuangan, dan transportasi ialah sebesar
52,196%. Ada pun jabaran mengenai persentase penduduk Kabupaten Muara Enim
yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.5. berikut:

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim
yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2024

2023 2024
No. Lapangan Usaha Jumlah o Jumlah o
(Jiwa) : (Jiwa) :
Pertanian,
1 Peternakan, dan 4.024 8,79 3.925 7,85
Perikanan
Pertamb d
p | Crambangandan 9.841 21,50 | 11.914 23,828
Penggalian
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3 Industri Pengolahan 4143 9,05 3.637 7,274
4 Listrik, Gas, dan Air 1.187 2,59 1.117 2,234
5 Bangunan 2.260 494 3.309 6,618
6 Perdagangan Besar 2.931 6,40 3.452 6,904
Angkutan,
7 Perdagangan, dan 1.787 3,90 1.928 3,856
komunikasi
Keuangan, Asuransi,
8 Usaha Persewaan 17.759 38,79 | 20.718 41,436
Bangunan
Jasa Kemasyarakatan,
9 Sosial dan 1.846 4,03
Perorangan
Total 45.778 100 | 50.000 100

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2025

Selain itu, komposisi penduduk jika dilihat dari jenjang pendidikan yang
ditamatkan berdasarkan data terakhir tahun 2024, sebanyak 37,28% penduduk di
Kabupaten Muara Enim belum/tidak bersekolah, angka ini naik sebesar 0,73% dari
tahun sebelumnya yang mana di tahun 2023 penduduk Muara Enim yang
belum/tidak bersekolah hanya 36,55%. Persentase terbesar selanjutnya ialah sebanyak
19,74% penduduk di Muara Enim telah menamatkan SD/Sederajat, angka ini turun
dari tahun sebelumnya sebanyak 0,54% yang mana di tahun sebelumnya penduduk
Muara Enim yang telah menamatkan SD/Sederajat ialah sebesar 20,28%. Angka
tertinggi ketiga dari segi pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Muara Enim
ialah sebanyak 17,55 penduduk Muara Enim telah menamatkan pendidikan
SLTA /sederajat, angka ini naik sebesar 0,16% dari angka sebelumnya yang maba di
tahun 2023 penduduk Muara Enim yang telah menamatkan SLTA/Sederajat ialah
sebesar 17,39%. Ada pun detail jabaran mengenai data tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Data Pendidikan Penduduk Muara Enim Tahun 2022-2024

Tahun 2023 Tahun 2024
- rendidiian Laki- Perempuan | Jumlah % Lali- Perempuan | Jumlah %
Laki P . Laki P .
Ti Bel
y | Tidak/Belum 119.757 114.252 | 234.009 | 36,55 | 124.892 118813 | 243705 | 37,28
Sekolah
Tidak T t
p | [ldek - ama 35.055 33518 | 68573 | 10,71 | 34.675 32765 | 67.440 | 10,32
SD/Sederajat
Tamat
3 . 62.815 67.035 | 129.850 | 20,28 62.465 66.561 | 129.026 19,74
SD/Sederajat
4 | SLTP/Sederajat 35.373 32.794 68.167 | 10,65 35.611 33.283 68.894 10,54
5 | SLTA/Sederajat 61.896 49408 | 111.304 | 17,39 63.733 51.020 | 114.753 17,55
6 | DiplomaI/Il 1.221 1.900 3.121 0,49 1.175 1.854 3.029 0,46
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Tahun 2023 Tahun 2024
No Pendidikan Laki- . ™ y Laki- . o y
Laki erempuan | Jumla (] Laki erempuan | Jumla (]
Akademi/Dipl
7 ademi/Diploma | - 439 4502 | 6841 | 1,07 | 2422 472 | 7144 1,09
IIII/S.Muda
Diploma IV/Strata
8 I 7.678 9.959 | 17.637 2,75 8.167 10.770 | 18.937 2,90
9 | Stratall 363 320 683 0,11 398 367 765 0,12
10 | Strata IIII 22 17 39 0,01 22 16 38 0,01
Total 326.519 313.705 | 640.224 | 100,00 | 333.560 320.171 | 653.731 | 100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

1.3.3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah

Secara umum potensi unggulan daerah Kabupaten Muara Enim lebih
didominasi sektor primer yaitu sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan,
hortikultura, peternakan dan perikanan), kehutanan, pertambangan, dan energi.

Potensi Perkebunan

Sektor Perkebunan merupakan sektor unggulan Kabupaten Muara Enim yang
masih perlu ditingkatkan untuk mendorong percepatan pembangunan. Selain
berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, sektor perkebunan juga
berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Muara Enim
dengan membuka lapangan kerja baru.

Komoditas perkebunan yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Muara
Enim ialah komoditas karet, sawit, dan kopi. Dari ketiga komoditas unggulan
tersebut, komoditas karet memiliki lahan terluas dibandingkan komoditas kopi dan
sawit. Luas lahan karet pada tahun 2024 seluas 154.795,75 Ha.

Penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan, salah satunya dapat dilihat
darijumlah petani perkebunan rakyat. Jumlah Petani yang terbanyak terdapat pada
sektor perkebunan karet dengan jumlah petani pada tahun 2024 sebanyak 79.664
KK, sedangkan pada perkebunan kopi dan sawit sebanyak 15.532 KK dan 12.484
KK.

Berdasarkan data produksi komoditas karet, sawit, dan kopi terlihat bahwa
pada tahun 2022 hingga tahun 2024 produksi, sawit, dan kopi cenderung mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan produktivitas sektor perkebunan tidak
terlepas dari pelaksanaan program di bidang perkebunan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah terkait.
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Tabel 1.7 Produktivitas Sektor Perkebunan di Kabupaten Muara Enim Tahun

2022-2024
TAHUN
URAITAN
2022 2023 2024

Luas Tanaman
(Rakyat, Negara, dan Swasta)
Karet (Ha) 154.795,75 | 154.795,75 | 154.795,75
Kopi (Ha) 23.725,50 23.725,50 23.725,50
Sawit (Ha) 79.584,20 79.584,20 79.584,20
Jumlah Produksi
(Rakyat, Negara, dan Swasta)
Karet (Ton) 857.802,77 | 857.986,67 | 859.721,08
Kopi (Ton) 27.958,81 29.314,00 29.505,95
Sawit (Ton) 1.630.038,17 | 1.630.288,17 | 1.630.749,80
Jumlah Petani
Perkebunan Rakyat
Karet (KK) 79.664,00 79.664,00 79.664,00
Kopi (KK) 15.532,00 15.532,00 15.532,00
Sawit (KK) 12.484,00 12.484,00 12.484,00

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2024

Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pembangunan di sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim yang masih berfokus
kepada sektor primer. Peningkatan dan percepatan potensi unggulan di bidang
tanaman pangan dan hortikultura diharapkan dapat mendorong pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.
Adapun komoditas yang dominan dikembangkan di Kabupaten Muara Enim adalah
padi (padi sawah, ladang, dan lebak) dengan daerah produksi antara lain di dataran
tinggi Semende, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan
Sungai Rotan dan beberapa Kecamatan di pesisir Sungai Lematang.

Pada tahun 2024 luas lahan padi di Kabupaten Muara Enim adalah 39.618 Ha,
dengan produksi sekitar 203.557,28 Ton GKP. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, luas lahan padi tahun ini lebih kecil 74 Ha. Namun, hasil panen padi
tahun ini cenderung mengalami peningkatan sebesar 1,76%.

Komoditas lainnya selain padi juga mengalami peningkatan jumlah produksi.
Komoditas produksi sayuran tahun 2024 mencapai 12.975 Ton, jumlah ini meningkat
sebanyak 9,13% dari tahun sebelumnya. Kemudian, produksi komoditas buah-buahan
juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun 2023, jumlah
produksi komoditas buah ialah 12.397,5 Ton dan pada tahun 2024 jumlah ini mencapai
13.075 Ton. Artinya, produksi komoditas buah-buahan mengalami peningkatan
sebanyak 5,46 % dari tahun sebelumnya.
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Tabel 1.8 Potensi dan Produksi Pertanian di Kabupaten Muara Enim Tahun

2021-2024
No. | Potensi Pertanian Tahun
2021 2022 2023 2024
1. Luas Lahan Padi 39.368 Ha 39.692 Ha 39.692 Ha 39.618 Ha
5 Produksi Padi 194.125,02 197.070,78 200.022,34 203.557,28
Ton GKP Ton GKP Ton GKP Ton GKP
3. Produksi
Komoditas
Sayuran (Kentang, | 10.421,34 Ton | 11.222,40 Ton | 11.889,00 12.975 Ton
Cabai, Tomat) Ton
4, Produksi
Komoditas Buah-
Buahan (Alpukat, | 11.201,21 Ton | 11.804,70 Ton | 12.397,5 Ton | 13.075 Ton
Duku, Durian,
Sawo)

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim,
Tahun 2024

Potensi Kehutanan

Selain potensi perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura, sektor
kehutanan yang ada di Kabupaten Muara Enim merupakan potensi yang dapat diolah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan merupakan suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.

Luas areal hutan di Kabupaten Muara Enim saat ini ialah sebesar 254.296 Ha.
Kawasan hutan yang terluas adalah Hutan Produksi Tetap dengan luas 152.638 Ha.
Rincian luas kawasan hutan di Kabupaten Muara Enim dapat dijelaskan sebagai
berikut.

Tabel 1.9 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Muara Enim

URAIAN LUAS KAWASAN HUTAN
(Ha)

Hutan Tetap
1) Suaka Alam dan Pelestarian Alam 8.700
2) Hutan Lindung 57.736
3) Hutan Produksi Terbatas 26.606
4) Hutan Produksi Tetap 152.638
5) Hutan Produksi Dapat Dikonversi 8.616

JUMLAH 254.296

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2024
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Potensi Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Muara Enim terdiri dari jenis ternak besar
(sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing, domba, ayam ras petelur, ayam ras
pedaging, ayam kampung, dan itik). Secara umum produksi daging ternak dan unggas
mengalami di Muara Enim selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga
tahun terakhir. Namun, persentase peningkatan produksi tertinggi terjadi pada
produksi ayam ras pedaging yang mana pada tahun 2024 jumlah produksinya
mencapai 7.002,233 Ton, artinya jumlah produksi ini naik sebesar 248,06 Ton dari
tahun sebelumnya. Ada pun jabaran mengenai hal ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.10 Produksi Daging Ternak dan Unggas di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2022-2024 (Ton)

No Uraian Tahun
2022 2023 2024
1. | Sapi 1.108,26 | 1.125,31 | 1129,36
2. | Kerbau 294,00 | 305,05 | 315,15
3. | Kambing 55,70 66,75 73,24
4. | Domba 15,41 20,46 30,36
5. | Ayam Kampung | 2.171,45 | 2.240,79 | 2.295,37
6. | Ayam Ras 190,21 259,55 266,47
Petelur
7. | Ayam Ras 6.684,93 | 6.754,27 | 7.002,33
Pedaging
8. | Itik 198,68 | 268,02 | 270,23

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2024

Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Muara Enim cukup besar, baik usaha perikanan
di perairan umum maupun budidaya ikan di kolam dan keramba. Pada sektor
perikanan darat, produksi perikanan darat sedikit mengalami peningkatan, produksi
ikan darat tangkap pada tahun 2023 sebesar 3.456,94 ton dan pada tahun 2024 sebesar
3.484,31 ton. Sedangkan pada sektor perikanan budidaya, jumlah produksi pada tahun
2023 sebesar 8.545,77 ton dan meningkat menjadi 9.245,41 ton pada tahun 2024.

Tabel 1.11 Produksi Perikanan di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2022-2024 (Ton)

. Tahun
No Uratan 2022 2023 2024
1. Perikanan Darat 3.399,55 | 3.456,94 | 3.484,31
Tangkap
2. Perikanan Budidaya | 8.268,72 | 8.545,77 | 9.245,41

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2024

Potensi Pertambangan dan Energi

Potensi di bidang pertambangan dan energi yang begitu besar di Kabupaten
Muara Enim, menjadikan sektor pertambangan dan energi memegang peran yang
strategis dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Jika dilihat dari persentase
perkembangan peranan kategori pertambangan dan penggalian masih memegang
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peran dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Muara Enim, meskipun
peranan sektor tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Selain bahan tambang minyak bumi, gas bumi dan batubara, sektor galian
golongan C juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim.
beberapa jenis bahan galian seperti batu pecah, pasir pasangan, batu kali, batu koral,
pasir sungai, dan kerikil sungai merupakan komoditas yang dihasilkan dari bahan
galian golongan C dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 1.12 Jumlah Produksi Bahan Galian Golongan C Dalam
Kabupaten Muara Enim Tahun 2022-2024

PRODUKSI
NO. BJ::II:LSN SATUAN UNIT
2022 2023 2024
1. | Batu Kali m’ 17.527,69 | 25.263,422 | 30.878,758
Batu Koral m’ 7.788,581 27.589,03 1.590,29
(Kerikil
Sungai)
3. | Kerikil Sungai m’ 550,62 510,44 | 34.683,708
dan Pasir
(Krokos)
4. | Batu Pecah m’ 55.635,96 32.828,67 -
Crusher I Uk.
(6-20)
5. Batu Pecah m’ 19.451,5 15.085,15 -
Crusher I Uk.
(2-6)
6. | Batu Pecah m’ 18.237,32 15.447,39 -
Crusher I Uk.
(0-2)
7. | Batu Pecah m’ 71.968,11 58.106.07 -
Crusher II Uk.
(0-1)
8. | Batu Pecah m’ 147.106,603 82.559,36 -
Crusher II Uk.
(2:3)
9. | Batu Pecah m’ 24.000,06 11.715,79 -
Crusher II Uk.
(3-5)
10. | Batu Pecah m’ 18.882,08 966,58 -
Crusher II Uk.
(5-7)
11. | Batu Pecah m’ 40.049,99 35.555,85 951,54
Crusher II Uk.
(7-20)
12. | Andesit m’ -1 396.002,161 | 816.129,495
13. | Batu Pecah m’ 43.175,57 43.409,45 -
Non Crusher
14. | Pasir Urug m’ 16.609,667 | 35.953,647 | 48.795,074
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PRODUKSI
NO. B]:::fN SATUAN UNIT
2022 2023 2024
15. | Pasir m’ 381.411,632 | 469.169,108 | 541.881,301
Pasangan
16. | Sirtu (Tidak m’ 262,81 41,22 1.878,894
Diayak)
17. | Bahan m’ 53.828 15.320,62 32.555,96
Timbunan
Pilihan/Tanah
18. | Tanah Liat m’ 65.440,24 | 70.241,996 | 75.302,473
19. | Bolder + m’ 9.120 12.286,52 -
20. | Bolder - m’ - 24.884 -
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
a. Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Kabupaten Muara Enim secara umum masih

menunjukkan ciri struktur primer atau struktur ekonomi yang berbasis sumber

daya alam. Sampai tahun 2024 perekonomian Kabupaten Muara Enim masih

mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor pertanian,

dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada pun

jabaran mengenai hal yang berkaitan dengan PDRB ialah sebagai berikut:

Tabel 1.13 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2023-2024 (Rp. Juta)
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Tahun 2023 Tahun 2024
No Lapangan Usaha Harga Harga Harga Harga
Berlaku Konstan Berlaku Konstan

1 | Pertanian, Kehutanan dan 6.783,17 4.850,19 7.307,54 4.995,57
Perikanan

2 | Pertambangan dan 85.841,76 33.516,98 81.223,87 35.775,78
Penggalian

3 | Industri Pengolahan 10.473,74 5.715,61 11.421,40 5.805,94

4 | Pengadaan Listrik dan 117,53 66,17 124,38 69,88
Gas

5 | Pengadaan Air, 17,69 10,09 18,38 10,36
Pengelolaan Sampabh,
LImbah dan Daur Ulang

6 | Konstruksi 3.643,69 2.134,14 3.858,33 2.239,76

7 | Perdagangan Besar dan 6.281,73 2.609,07 6.855,77 2.831,03
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

8 | Transportasi dan 1.198,73 539,11 1.334,81 583,17
Pergudangan

9 | Penyediaan Akomodasi 418,14 214,94 460,68 230,05
dan Makan Minum

10 | Informasi dan Komunikasi 536,93 384,96 579,14 413,22
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Tahun 2023 Tahun 2024
No Lapangan Usaha Harga Harga Harga Harga
Berlaku Konstan Berlaku Konstan
11 | Jasa Keuangan dan 358,84 239,92 383,14 253,31
Asuransi
12 | Real Estate 779,72 435,84 857,02 474,69
13 | Jasa Perusahaan 11,04 6,23 12,31 6,58
14 | Administrasi 776,89 637,56 842,05 684,39
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial
15 | Jasa Pendidikan 799,49 577,22 913,17 624,56
16 | Jasa Kesehatan dan 294,19 180,18 333,86 191,62
Kegiatan Sosial
17 | Jasa Lainnya 184,25 110,04 198,56 115,03
Produk Domestik 118.517,51 52.228,24 | 116.724,41 55.304,93
Regional Bruto

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2025

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penyumbang PDRB terbesar di
Kabupaten Muara Enim ialah berasal dari sektor pertambangan yang mana
35.775,78 merupakan harga konstan PDRB pada sektor pertambangan dan
81.223,87 merupakan harga baku dari PDRB tersebut. Ada pun jabaran
mengenai distribusi persentase dari masing-masing PDRB tersebut menurut
lapangan usaha di Muara Enim akan dijabarkan sebagaimana Tabel 1.14
berikut:

Tabel 1.14 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Muara Enim (persen),

2023-2024
Tahun

No Lapangan Usaha 2023 | 2024
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5,72 6,26
2 Pertambangan dan Penggalian 72,43 | 69,59
3 Industri Pengolahan 8,84 9,78
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,1 0,11

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

> Limbah dan Daur Ulang 0,01 0,02
6 Konstruksi 3,07 3,31
7 Perdagangan Besar dan Eceran 5,3 5,87
8 Transportasi dan Pergudangan 1,01 1,14
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,35 0,39
10 Informasi dan Komunikasi 0,45 0,5
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,3 0,33
12 Real Estat 0,66 0,73
13 Jasa Perusahaan 0,01 0,01
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No Lapangan Usaha 2 O;I;,ahurzl 021
14 ﬁ(;lnr?rilgrgggiij(‘e/r\;intahan Pertahanan dan 0,66 0.72
15 Jasa Pendidikan 0,67 0,78
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,25 0,29
17 Jasa Lainnya 0,16 0,17

Produk Domestik Regional Bruto 100 100

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2025

Dari data di atas terlihat bahwa sektor pertambangan menyumbang
sebesar 69,59% PDRB di Kabupaten Muara Enim, angka ini turun sebanyak
2,84% dari tahun sebelumnya yang mana di tahun 2023 sektor pertambangan
menjadi penyumbang PDRB terbesar di Muara Enim dengan persentase yang
mencapai 72,43%. Sektor penyumbang PDRB terbesar lainnya ialah sektor
industri pengolahan sebanyak 9,78% di tahun 2024 dan 8,84% di tahun 2023
artinya sektor ini mengalami kenaikan sebanyak 0,93% dari tahun sebelumnya.
Sektor penyumbang PDRB terbesar berikutnya ialah sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan dengan persentase sebesar 6,26, angka ini juga
mengalami kenaikan sebesar 0,54 % dari tahun sebelumnya, yang mana di tahun
2023 sektor ini hanya menyumbang 5,72 PDRB di Muara Enim.

Perekonomian Kabupaten Muara Enim tahun 2024 tumbuh dengan laju
5,89%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan
PDRB ini mengalami penurunan sebanyak 2,69%. Sektor yang mengalami
penurunan tertinggi ialah sektor pertambangan dan penggalian yang mana laju
pertumbuhan PDRB di tahun ini hanya 6,74 % artinya angka ini turun sebanyak
5,29% dari tahun 2023. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi
pada sektor real estate yang mencapai 8,91% di tahun 2024, sementara di tahun
2023 laju PDRB di sektor ini hanya mencapai 3,19%, artinya angka ini naik
sebesar 5,72%, laju pertumbuhan PDRB terbesar lainnya terjadi pula di sektor
jasa pendidikan yang naik sebesar 6,06% dari tahun sebelumnya, ada pun
jabaran mengenai hal tersebut akan dijabarkan pada berikut:

Tabel 1.15 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Muara Enim (persen),

2020-2024
Tahun
L h
No apangan Usaha 2003 2004
1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,92 3
2 | Pertambangan dan Penggalian 12,03 6,74
3 | Industri Pengolahan 3,01 3,21
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 3,16 5,61
5 Pfengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 275 271
Limbah dan Daur Ulang
6 | Konstruksi 1,48 4,95
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No Lapangan Usaha Tahun
2023 2024
7 | Perdagangan Besar dan Eceran 4,97 4,89
8 | Transportasi dan Pergudangan 7,98 8,17
9 Pe'nyediaan Akomodasi dan Makan 6,19 703
Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 3,16 7,34
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 2,05 5,58
12 | Real Estate 3,19 8,91
13 | Jasa Perusahaan 4,23 5,7
14 Administrasi Pemeri.ntahan, | ) 282 735
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15 | Jasa Pendidikan 2,14 8,2
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,02 6,35
17 | Jasa Lainnya 2,15 4,53
Produk Domestik Regional Bruto 8,58 5,89

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2025

b.

Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 mengalami

peningkatan menjadi sebesar 645,250 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebesar
635,939 ribu jiwa pada tahun 2023.

Tabel 1.17 Jumlah Penduduk Kabupaten Muara Enim Menurut Kecamatan
(Ribu Jiwa) Tahun 2020-2024
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No. Kecamatan 2020 2021 | 2022 2023 2024

1. Semende Darat Laut 14,74 | 14,89 | 15,08 | 15,255 | 15,473
2. Semende Darat Ulu 16,80 | 16,86 | 16,95 | 17,790 | 18,346
3. Semende Darat Tengah 10,97 | 11,08 | 11,20 | 11,357 | 11,478
4, Tanjung Agung 29,02 | 29,41 | 29,86 | 29,684 | 30,097
5. Panang Enim 13,37 | 13,40 | 13,45 | 13,308 | 13,367
6. Rambang 28,05 | 28,04 | 28,08 | 28,577 | 28,882
7. Lubai 25,81 | 2593 | 26,10 | 27,387 | 27,764
8. Lubai Ulu 32,80 | 33,14 | 33,55 | 34,166 | 34,640
9. Lawang Kidul 72,12 | 72,92 | 73,85 | 75,618 | 76,736
10. | Muara Enim 7355 | 74,64 | 7590 | 78,415 | 80,782
11. | Ujan Mas 26,75 | 27,06 | 2742 | 26,809 | 27,145
12. Gunung Megang 35,31 | 3548 | 35,72 | 35,827 | 36,062
13. | Benakat 9,64 9,71 9,79 | 10,490 | 10,648
14. | Belimbing 25,55 | 25,69 | 25,87 | 26,674 | 26,970
15. | Rambang Niru 33,56 | 33,67 | 33,84 34,92 | 35,282
16. | Empat Petulai Dangku 19,98 | 20,06 | 20,17 | 20,559 | 20,547
17. | Gelumbang 61,32 | 61,95| 62,71 | 63,046 | 64,082
18. | Lembak 19,70 | 19,76 | 19,86 | 19,883 | 19,957
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No. Kecamatan 2020 2021 | 2022 2023 2024
19. | Sungai Rotan 31,93 | 32,04 | 32,22 | 32,991 | 33412
20. | Muara Belida 7,94 7,95 7,98 8,180 8,345
21. | Kelekar 11,02 | 11,16 | 11,33 | 11,581 | 11,715
22. | Belida Darat 12,99 | 13,03 | 13,09 | 13,414 | 13,556
Total 612,90 | 617,85 | 624,02 | 635,939 | 645,250

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jumlah pegawai ASN di Kabupaten Muara Enim terdiri dari 5.689 PNS
dan 3061 PPPK. Ada pun pendistribusian jumlah pegawai tersebut akan
dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.18 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

GOLONGAN
NO DINAS JUMLAH
|| m | v
I | SEKRETARIAT DAERAH s |80 [19 [116
II | SEKRETARIAT DEWAN 117 |21 |3 |32
II [ DINAS - DINAS
1 DINAS PERKEBUNAN + UPT 1 |26 |13 |40
2 DINAS PERDAGANGAN + UPT 6 |22 |3 |33
DINAS KESEHATAN + UPT +
3 127 | 802 |39 | o968
PUSKESMAS
DINAS PENDIDIKAN DAN
4 7 | 174 2747
KEBUDAYAAN + UPT + SKB + GURU 319 81889
5 DINAS PERHUBUNGAN + UPT 2 26 |2 |22
DINAS KOPERASL USAHA KECIL DAN
6 2> |22 |6 |30
MENENGAH
~ DINAS KEPENDUDUKAN DAN « 1o | |m
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8 3 |2 |5 |30
+ UPT
, DINASPEMADAM KEBAKARAN DAN 1 |5 |»
PENYELAMATAN + UPT
10 DINAS PERIKANAN + UPT 20 |4 |22
DINAS TANAMAN PANGAN,
11 HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN + 3 |60 |38 |110
UPT
DINAS K IKASI DA
1p DINAS KOMUNIKASIDAN 3 |2 |6 |31
INFORMATIKA
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP + UPT 1120 [23 |8 |&2
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
14 DINAS NMAS 3 |2 |3 |28
DAN DESA
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GOLONGAN
NO DINAS JUMLAH
I| IT | III 1A%

15 DINAS PENANAMAN MODAL DAN ) 15 10 27
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

16 5 46 4 55

PENATAAN RUANG + UPT

17 DINAS SOSIAL + UPT 4 9 3 16

18 DINAS KETENAGAKERJAAN + UPT 5 29 4 38
DINAS PERPUSTAKAAN DAN

19 KEARSIPAN 3 30 > 38

20 DINAS KETAHANAN PANGAN 3 12 8 23

” DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 9 08 4 41
PERMUKIMAN

” DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 1 15 3 19
DAN KELUARGA BERENCANA

” DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1 1 6 ’8
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI

24 NAS 5 N EKONOM 2 13 6 21
KREATIF

IV | BADAN-BADAN

1 INSPEKTORAT 1 43 25 69
BADAN PERENCANAA

2 N NCANAAN 1 27 6 34
PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGA

3 N PENGELO N KEUANGAN 12 |08 6 16
DAN ASET DAERAH

4 BADAN PENDAPATAN DAERAH + UPT 19 | 47 7 73
BADAN PENELITIAN DAN

1 12 1

> PENGEMBANGAN 6 7
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

6 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 6 29 4 39
MANUSIA + UPT
BADAN KESAT

- N KESATUAN BANGSA DAN ’ 16 5 3
POLITIK
BADAN P

3 N PENANGGULANGAN 3 15 1 19
BENCANA DAERAH

\'% KANTOR-KANTOR
1 RSUD DR.H.M.RABAIN 1(42 [278 |56 380
2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 20 3 24

KECAMATAN (22 KECAMATAN)

VI 1{70 [179 |35 285
VII KELURAHAN (10 KELURAHAN) 116 36 1 m
JUMLAH 8 (491 [ 3921 | 1269 | 5689

Sumber: BKPSDM Muara Enim, 2025
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Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS di Kabupaten Muara Enim,
paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPT, SKB, dan
Guru yang jumlahnya mencapai 2.747 orang. Selain itu, jumlah PNS terbesar
lainnya berasal dari instansi Dinas Kesehatan, UPT, dan Puskesmas sebanyak
968 orang dan kemudian sebanyak 380 orang berasal dari RSUD Dr. M.H.
Rabain. Sementara itu, jumlah PNS paling sedikit berasal dari Dinas Sosial dan
UPT yang hanya berjumlah sebanyak 16 orang. Selain itu, ASN PPPK yang ada
di Kabupaten Muara Enim tahun 2024 juga akan dijabarkan melalui tabel
berikut:

Tabel 1.19 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

GOLONGAN
NO DINAS JUMLAH
Vivin| x | x| x1
I SEKRETARIAT DAERAH 8 8
I SEKRETARIAT DEWAN 1 3 4
I | DINAS - DINAS
1 DINAS PERKEBUNAN + UPT 1 |1 7 9
2  DINAS PERDAGANGAN + UPT 3 3
DINAS KESEHATAN + UPT +
3 PUSKESMAS 224 | 37 46 | 1 308
4 DINAS PENDIDIKAN DAN 4 2459 2463
KEBUDAYAAN + UPT + SKB + GURU
5 DINAS PERHUBUNGAN + UPT 7 7
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
6 DAN MENENGAH 3 3
7 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 5 3 5
PENCATATAN SIPIL
3 DINAS KEPEMUDAAN DAN Rl 1 4
OLAHRAGA + UPT
9 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 39 39
DAN PENYELAMATAN + UPT
10 DINAS PERIKANAN + UPT 2 2
DINAS TANAMAN PANGAN,
11 HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN ([ 14 | 3 20 37
+ UPT
12 DINAS KOMUNIKASI DAN 5 5 4
INFORMATIKA
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP + UPT 3 3
14 DINAS PEMBERDAYAAN 4 4
MASYARAKAT DAN DESA
15 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 4 4
PENATAAN RUANG + UPT
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GOLONGAN

NO DINAS JUMLAH
Vivin| ix | x| x1

17 DINAS SOSIAL + UPT 3 3

18 DINAS KETENAGAKERJAAN + UPT 3 3

1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN L 3
KEARSIPAN

20 DINAS KETAHANAN PANGAN 3 3

,; DINASPERUMAHAN DAN L 3
KAWASAN PERMUKIMAN

,, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK ; )
DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN

23 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 1 1
ANAK

,; DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI 3 ;
KREATIF

IV | BADAN-BADAN
1  INSPEKTORAT

) BADAN PERENCANAAN 5 »
PEMBANGUNAN DAERAH

3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

4 BADAN PENDAPATAN DAERAH + 1 1
UPT

5 BADAN PENELITIAN DAN 5 ’
PENGEMBANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

6 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 1 3 4
MANUSIA + UPT

. BADAN KESATUAN BANGSA DAN 1 1
POLITIK

3 BADAN PENANGGULANGAN 3 3
BENCANA DAERAH

\'% KANTOR-KANTOR
1 RSUD DR.H.M.RABAIN 49 13 21 73

2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KECAMATAN (22 KECAMATAN)

VI 10 38 48
VII KELURAHAN (10 KELURAHAN)
JUMLAH 731290 | 2630 | 67 |1 | 3061

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa, ASN PPPK paling banyak juga berasal
dari instansi yang sama dengan ASN PNS yang mana ASN PPPK paling banyak
masih berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SKB, UPT, dan Guru,
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kemudian disusul dengan Dinas Kesehatan, UPT, dan Puskesmas, serta RSUD.
M.H. Rabain.

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 berdasarkan
laporan keuangan Unaudited, ditargetkan sebesar Rp.3.697.697.501.915,00 dan
terealisasi sebesar Rp.3.912.789.972.473,16 atau 105,82%. Jika dibandingkan
dengan tahun 2023, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim
Rp.840.666.618.395,23 atau 21,48%.
Pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 ditargetkan
sebesar Rp.2.882.409.372.759,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.072.123.354.077,93
atau 106,58% (Audited). Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah

mengalami  peningkatan sebesar

Kabupaten Muara Enim tahun 2024 terdiri dari :

Tabel 1.19 Rincian Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim
Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2024 (Unaudited) dan Tahun 2023 (Audited)

. 2024 (Unaudited) 2023 (Audited)
No. Pen{::;Ztan Target Pendapatan Realisasi Pendapatan Target Pendapatan Realisasi Pendapatan
(Rp) (Rp) (%) (Rp) (Rp) (%)
1. | Pendapatan | 306.635.850.767,00 | 380.979.531.113,52 | 124,24 | 298.669.489.952,00 | 354.647.927.876,93 | 118,74
Asli Daerah
2. | Pendapatan | 3.377.588.613.451,00 | 3.524.646.144.599,22 | 104,35 | 2.574.846.034.523,00 | 2.704.324.918.994,00 | 105,03
Transfer
3. | Lain-Lain 13.473.037.697,00 7.164.296.760,42 | 53,18 8.893.848.284,00 13.150.507.207,00 | 147,86
Pendapatan
Daerah
yang Sah
Total Pendapatan | 3.697.697.501.915,00 | 3.912.789.972.473,16 | 105,82 | 2.882.409.372.759,00 | 3.072.123.354.077,93 | 106,58
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Muara Enim 2024
e. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Pada tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan Unaudited, alokasi belanja
daerah sebesar Rp.4.351.719.271.996,21 dan terealisasi sebesar
Rp.3.917.575.110.242,96 atau 90,02%. Sedangkan pada tahun 2023, Belanja Daerah
dianggarkan  sebesar = Rp.3.745.457.978.249,00 dan terealisasi  sebesar
Rp.3.336.289.056.357,12 atau 89,08 % (Audited). Jika dibandingkan dengan realisasi
tahun 2023, maka realisasi belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024
mengalami peningkatan sebesar Rp.581.286.053.885,84 atau 14,83 %. Belanja daerah
tersebut dialokasikan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja
tidak terduga, dan transfer yang secara rinci sebagai berikut:
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Tabel 1.20 Rincian Komponen Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Menurut
Jenis Belanja Tahun 2024 (Audited) dan Tahun 2023 (Audited)

2024 (Unaudited) 2023 (Audited)
Jenis Target Target
No. | Belanja Realisasi Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah
Belanja Daerah Belanja Daerah
Daerah
(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (Rp.) (%)
Belanj
1. Oep:?;asi 2.549.011.276.706,21 | 2.236.644.864.872,58 | 87,75 | 2.124.505.487.815,00 | 1.891.605.435.158,08 | 89,04
Belanja
2. Modal 1.281.008.118.240,00 | 1.173.510.368.320,38 | 91,61 | 1.187.242.345.752,00 | 1.018.994.610.340,04 | 85,83
oda
Belanja
3. | Tidak 15.000.000.000,00 720.000.000,00 4,80 9.705.760.000,00 1.964.524.977,00 | 20,24
Terduga
4. | Transfer 506.699.877.050,00 506.699.877.050,00 | 100,00 424.004.384.682,00 423.724.485.882,00 | 99,93
TD‘;tea:aﬁela“’a 4.351.719.271.996,21 | 3.917.575.110.242,96 | 90,02 | 3.745.457.978.249,00 | 3.336.289.056.357,12 | 89,08

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim) Tahun 2024

f.

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali (tertentu), baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan Daerah yang dianggarkan merupakan seluruh transaksi

keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan tahun 2024 ialah
sebesar Rp.660.300.286.213,21 dan terealisasi sebesar Rp.660.300.286.213,21
atau 100% (Unaudited). Sedangkan tahun 2023, pembiayaan yang

dianggarkan

ialah Rp.919.327.121.622,00 dan

Rp.879.327.121.622,40 atau 95,65% (Audited).

2. Pengeluaran Pembiayaan

terealisasi

sebanyak

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Muara Enim dialokasikan

untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)
Pemerintah Daerah, dan pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah
Pusat. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan
sebesar Rp.6.278.516.132,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.278.516.130,00
atau 100% (Unaudited). Sedangkan pada tahun 2023, pengeluaran
pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.56.278.516.132,00 dan terealisasi
sebesar Rp.54.861.133.130,00 atau 97,48% (Audited).

3. Pembiayaan Netto

Pada  tahun 2024, Pembiayaan Netto  dianggarkan
sebesar 654.021.770.081,21 dengan realisasi sebesar 654.021.770.083,21 atau
100 persen (Unaudited). Rincian target dan realisasi pembiayaan tahun
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2024 berdasarkan jenis pembiayaan, dapat dijelaskan sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 1.21 Rincian Komponen Pembiayaan Kabupaten Muara Enim Menurut Jenis
Pembiayaan Tahun 2024 (Unaudited) dan Tahun 2023 (Audited)

2024 (Unaudited) 2023 (Audited)
i T t T t
No ]el:us ax:ge Realisasi Pembiayaan aI:ge Realisasi Pembiayaan
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan
Rp. Rp. % Rp. Rp. %
Penerimaan
1. . 660.300.286.213,21 | 660.300.286.213,21 | 100,00 | 919.327.121.622,00 | 879.327.121.622,40 | 95,65
Pembiayaan
Pengeluaran
2. . 6.278.516.132,00 6.278.516.123,00 | 100,00 | 56.278.516.132,00 | 54.861.133.130,00 | 97,48
Pembiayaan
Pembi
Neert’:olayaa“ 654.021.770.081,21 | 654.021.770.081,21 | 100,00 | 863.048.605.490,00 | 824.465.988.492,40 | 95,53
Sisa Lebih
Pembiayaan
649.236.632.313,41 560.300.286.213,21
Anggaran
(SILPA)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024
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BAB 1II
PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permendagri ini mengatur mengenai Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKP]) Kepala Daerah, yang mencakup hasil
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk menilai
kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Hasil dari
evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan dan program pembangunan daerah. Setiap tahun, pemerintah daerah
diwajibkan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Laporan tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan akurat
mengenai kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dengan demikian,
laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang capaian dan
tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah rangkaian siklus
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah
Daerah Kabupaten Muara Enim berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah
Daerah Kabupaten Muara Enim berpedoman pada berbagai peraturan perundang-
undangan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
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Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1.

Pendapatan daerah terutama bersumber dari Dana Perimbangan dan upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan lainnya yang sah
sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Belanja daerah didasarkan pada kebutuhan yang objektif, efektif, dan efisien
dengan memperhatikan hasil optimal dan prinsip anggaran berbasis kinerja.
Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan
dalam APBD.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional dan belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan penerimaan yang cukup.
Pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani azas umum yaitu :

a) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.

b) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan peraturan daerah.

c) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan
keuangan daerah.

d) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi
kewenangan tugas desentralisasi, didanai dari APBD.

e) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah
dan kemampuan pendapatan daerah, yang berpedoman kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara.

f) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1
(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember.

g) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1) Pendapatan Daerah
2) Belanja Daerah dan
3) Pembiayaan Daerah.

a. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana
lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang dirinci
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program
kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.
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b. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah,
yang dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek
belanja.

c. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dirinci
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok,
jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan mengidentifikasi dan
memanfaatkan potensi sumber pendapatan daerah melalui peningkatan dan
perluasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta pendapatan
sah lainnya. Hal ini melibatkan usaha untuk meningkatkan dan memperluas basis
PAD serta mengoptimalkan Dana Perimbangan agar daerah mendapatkan bagian
secara proporsional. Untuk mencapai hal tersebut, diambil berbagai langkah
seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, serta penyederhanaan proses
administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok
pendapatan yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :
a. Transfer Pemerintah Pusat

1). Dana Bagi Hasil Pajak;

2). Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA);

3). Dana Alokasi Umum (DAU);

4). Dana Alokasi Khusus (DAK);

5). Dana Insentif Daerah (DID); dan

6). Dana Desa (DD).

b. Transfer Antar Daerah
1). Bagi Hasil Pajak Provinsi; dan
2). Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain :
a. Pendapatan Hibah; dan
b. Pendapatan Lainnya.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah dijalankan dengan mengikuti
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
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tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara
Enim telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk meningkatkan
Pendapatan Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan. Langkah-langkah
ini termasuk program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi
daerah, serta pengelolaan BUMD. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan
dengan memaksimalkan sumber-sumber PAD, melibatkan peran aktif badan
usaha dan masyarakat melalui program-program kolaboratif, serta mengajak
sektor swasta dalam pembiayaan dan kegiatan pembangunan. Di samping itu,
pemerintah daerah juga berusaha meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dan
mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil.

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya intensifikasi dilakukan melalui:

1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan
sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah seperti pembayaran pajak
daerah secara online, pelayanan perizinan satu atap.

2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan
penerimaan daerah seperti merevisi kembali Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui
media massa, seperti pemasangan papan himbauan, spanduk, dan
pemberian penghargaan.

4) Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan
pemungutan penerimaan daerah seperti pemasangan tapping box pada
objek pajak restoran dan pajak hotel, pemasangan water meter pada objek
pajak air tanah, pemasangan KWh meter pada objek pajak penerangan jalan
(genset), melakukan wuji petik terhadap objek-objek pajak daerah dan
retribusi daerah.

5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait,
seperti menginventarisasi dan menertibkan objek-objek pajak daerah dan
retribusi daerah.

6) Optimalisasi penagihan piutang pajak seperti penyelenggaraan Pekan
Panutan PBB.

7) Mengikuti rapat perhitungan realisasi lifting minyak dan gas alam
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian
ESDM.

8) Mengikuti rapat rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya
Alam Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerimaan
Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

b. Ektensifikasi Pendapatan Daerah
Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui:
1). Menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi daerah baru yang kontra
produktif terhadap perekonomian daerah.
2). Pengkajian jenis retribusi daerah yang tidak layak dan perlu

-4

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim
Tahun Anggaran 2024




disempurnakan.

3). Melakukan rekonsiliasi data produksi batubara untuk alokasi dana bagi
hasil landrent dan royalti hasil eksploitasi perusahaan tambang pemegang
IUP dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.

4). Melakukan rekonsiliasi data produksi minyak dan gas alam hasil eksploitasi
KKKS Pertamina dengan SKK Migas dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera
Selatan.

5). Peningkatan peran serta badan usaha, masyarakat dan dan luar negeri untuk
pembangunan Kabupaten Muara Enim.

Dalam rangka optimalisasi upaya dan langkah tersebut di atas, Pemerintah
Kabupaten Muara Enim mengelola beberapa jenis pajak daerah dan retribusi
daerah yang didasarkan kepada Peraturan Daerah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terdiri dari :
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2) Retribusi Daerah, antara lain :

a. Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2011, adalah :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

C. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil

d. Retribusi Pelayanan Pasar

e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

f.Retribusi Pemeriksaaan Alat Pemadam Kebakaran
g. Retribusi Penyedotan Kakus
b. Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2011, adalah :
h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
i.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
j-Retribusi Terminal
k. Retribusi Tempat Khusus Parkir
1.Retribusi Rumah Potong Hewan
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2.1.1.

m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
n. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
c. Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2011, adalah :
0. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
p- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
q. Retribusi Izin Trayek
d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.

Realisasi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2024, pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim
mencapai Rp.3.912.789.972.473,16 menurut laporan keuangan yang belum
diaudit (Unaudited), melampaui target yang telah ditetapkan sebesar
Rp.3.697.697.501.915,00, dengan tingkat pencapaian sebesar 105,82 persen.
Pendapatan ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan
dengan tahun 2023, di mana pendapatan daerah mengalami peningkatan
sebesar Rp.840.666.518,39 atau sekitar 27,36 persen. Pada tahun 2023,
pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.2.882.409.372.759,00 dengan
realisasi sebesar Rp.3.072.123.454.077,93, mencapai 106,58 persen dari target
yang telah diaudit (Audited). Adapun komponen-komponen Pendapatan
Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 terdiri dari
beberapa komponen utama, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),
yang memainkan peran penting dalam meningkatkan sumber daya
finansial daerah. Pada tahun tersebut, PAD ditargetkan sebesar
Rp.306.635.850.767,00 dan terealisasi sebesar Rp.380.979.531.113,52, atau
124,24 persen dari target yang ditetapkan (Unaudited). Jika dibandingkan
dengan tahun 2023, di mana PAD ditargetkan sebesar
Rp.298.669.489.952,00 dan terealisasi sebesar Rp.354.647.927.876,93, atau
118,74 persen dari target yang diaudit (Audited). Adapun komponen -
komponen PAD tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pada tahun 2024, pendapatan dari pajak daerah ditargetkan sebesar
Rp.102.118.871.536,00 dan terealisasi sebesar Rp.127.885.655.445,00,
mencapai 125,23 persen dari target yang belum diaudit (Unaudited).
Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana target sebesar
Rp.90.635.401.852,00 dan realisasi sebesar Rp.118.951.424.120,00 atau
131,24 persen dari target yang telah diaudit (Audited), terdapat
peningkatan sebesar Rp.8.934.231.325,00 atau sekitar 7,51 persen.
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b) Pendapatan Retribusi Daerah

Pada tahun 2024, target pendapatan yang bersumber dari retribusi
daerah sebesar Rp.120.847.143.074,00 dan terealisasi sebesar
Rp.113.100.457.184,39 mencapai 93,59 persen dari target yang belum
diaudit (Unaudited). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana
target sebesar Rp.7.722.705.076,00 dan realisasi sebesar
Rp.6.561.840.213,70 atau 84,97 persen dari target yang diaudit
(Audited), terdapat peningkatan sebesar Rp.106.538.616.970,69.

c¢) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain pendapatan dari pajak dan retribusi, pemerintah daerah
Kabupaten Muara Enim juga memperoleh pendapatan dari hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2024,
target pendapatan dari sumber ini sebesar Rp.31.102.654.447,00 dan
terealisasi sebesar Rp.31.147.873.242,38, mencapai 100,15 persen dari
target yang belum diaudit (Unaudited). Dibandingkan dengan tahun
2023, di mana target sebesar Rp.54.804.784.963,00 dan realisasi
sebesar Rp.54.804.783.997,15 atau 100 persen dari target yang diaudit
(Audited).

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada tahun 2024, target pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah sebesar Rp.52.567.181.710,00 dan terealisasi
sebesar Rp.108.845.545.241,75, mencapai 207,06 persen dari target
yang belum diaudit (Unaudited). Jika dibandingkan dengan tahun
2023, di mana target sebesar Rp.145.506.598.061,00 dan realisasi
sebesar Rp.174.329.879.546,08 atau 119,81 persen dari target yang
diaudit (Audited), terdapat penurunan sebesar Rp.64.484.334.304,33.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Muara Enim bersumber dari Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
Pendapatan Transfer Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024
ditargetkan sebesar Rp.3.377.588.613.451,00 dan terealisasi sebesar
Rp.3.524.646.144.599,22 atau 104,35 persen (Unaudited). Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, mengalami peningkatan
sebesar Rp.820.321.225.605,22 atau 30,34 persen. Tahun 2023, yang
ditargetkan sebesar Rp.2.574.846.034.523,00 dan terealisasi sebesar
Rp.2.704.324.918.994,00 atau 105,03 persen (Unaudited), terdapat
peningkatan yang signifikan dalam pendapatan transfer

Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut :
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a). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada tahun 2023 (Audited), target Pendapatan Transfer dari
Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar Rp. 2,351,327,520,200.00.
Realisasi pendapatan mencapai Rp. 2,418,868,422,019.00, atau 102.87
persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah pusat berhasil mengelola dan mendistribusikan dana
dengan efektif sehingga target dapat terlampaui. Masuk ke tahun
2024 (Unaudited), target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
mengalami peningkatan menjadi Rp. 3,115,940,499,950.00. Realisasi
sementara menunjukkan angka sebesar Rp. 3,198,030,938,052.00, atau
102.6 persen dari target. Meskipun persentase realisasi sedikit
menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian ini tetap
menunjukkan performa yang sangat baik dalam pengelolaan dana
transfer dari pemerintah pusa

b). Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah juga menunjukkan performa yang
sangat baik selama periode yang sama. Pada tahun 2023 (Audited),
target Pendapatan Transfer Antar Daerah ditetapkan sebesar Rp.
223,518,514,323.00, dengan realisasi mencapai Rp. 285,456,496,975.00.
Ini berarti 127.71 persen dari target yang ditetapkan berhasil dicapai,
menandakan adanya kerjasama yang efektif antar daerah dalam
pendistribusian dana. Di tahun 2024 (Unaudited), target Pendapatan
Transfer Antar Daerah meningkat menjadi Rp. 261,648,113,501.00.
Realisasi  sementara  menunjukkan angka sebesar  Rp.
326,615,206,547.22, atau 124.83 persen dari target. Walaupun
persentase realisasi sedikit menurun dibandingkan tahun
sebelumnya, pencapaian ini tetap luar biasa dan menunjukkan bahwa
kerjasama antar daerah terus berlangsung dengan baik.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah
diperoleh dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya. Pada tahun
2023 (Audited), Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp.8.893.848.284,00 dan
terealisasi sebesar Rp.13.150.507.207,00 atau 147,86 persen. Sedangkan
pada tahun 2024 (Unaudited), ditargetkan sebesar Rp.13.473.037.697,00
dan terealisasi sebesar Rp.7.164.296.760,42 atau 53,18 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2024
mengalami penurunan sebesar Rp.5.986.210.446,58. Adapun rincian Lain-
lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :

a). Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada tahun 2023 (Audited) ditargetkan sebesar
Rp.3.894.136.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.006.407.510,00 atau
25,84 persen. Sedangkan pada tahun 2024 (Unaudited), Pendapatan
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b).

Hibah ditargetkan sebesar Rp.1.325.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.727.192.879,00 atau 54,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

realisasi Pendapatan Hibah tahun 2024 mengalami penurunan
sebesar Rp.597.807.121,00.

Pendapatan Lainnya

Pada tahun 2023 (Audited), Pendapatan yang bersumber dari
Pendapatan Lainnya ditargetkan sebesar Rp.4.999.712.284,00 dan
Rp.12.144.099.697,00
Sedangkan pada tahun 2024 (Unaudited), realisasi pendapatan
lainnya ditargetkan sebesar Rp.12.148.037.697,00 dan terealisasi
sebesar Rp.6.437.103.881,42 atau 52,99 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa Pendapatan Lainnya tahun 2024 mengalami penurunan
sebesar Rp.5.710.993.815,58.

terealisasi sebesar atau 242,90 persen.

Secara ringkas Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Muara Enim tahun
2023 (Audited) dan 2024 (Unaudited) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)

2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)
I;(; URAIAN TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI
(Rp.) (Rp.) | (%) (Rp.) (Rp.) | ()
4. PENDAPATAN
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
411 | Pendapatan 90.635.401.852,00 | 118.951.424.120,00 | 131,24 | 102.118.871.536,00 | 126.743.710.193,00 124,11
Pajak Daerah
412 | Pendapatan 7.722.705.076,00 6.561.840.213,70 | 84,97 | 120.847.143.074,00 | 100.805.908.431,31 83,42
Retribusi
Daerah
413 | Pendapatan 54.804.784.963,00 | 54.804.783.997,15 100 | 31.102.654.447,00 | 31.147.873.242,38 100,15
Hasil
Pengelolaan
kekayaan
daerah yang
dipisahkan
414 | Lain-lain 145.506.598.061,00 | 174.329.879.546,08 | 119,81 | 52.567.181.710,00 | 105.453.200.113,69 200,61
Pendapatan
Asli Daerah
yang Sah
PENDAPATAN ASLI | 298.669.489.952,00 | 354.647.927.876,93 | 118,74 | 306.635.850.767,00 | 380.979.531.113,52 124,24
DAERAH
4.2. PENDAPATAN TRANSFER
421 | Transfer 2.351.327.520.200, | 2.418.868.422.019, | 102,87 | 3.115.940.499.950, | 3.198.030.938.052, 102,63
Pemerintah 00 00 00 00
Pusat
4.2.2 | Transfer 223.518.514.323,00 | 285.456.496.975,00 | 127.71 | 261.648.113.501,00 | 326.615.206.547,22 124,83
Antar Daerah
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2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)
I];g URAIAN TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI
(Rp) (Rp) (%) (Rp) (Rp) (%)
PENDAPATAN 2.574.846.034.523, | 2.704.324.918.994, | 105,03 | 3.377.588.613.451, | 3.524.646.144.599, 104,35
TRANSFER 00 00 00 22
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
431 | Pendapatan 3.894.136.000,00 1.006.407.510,00 | 25,84 1.325.000.000,00 327.192.879,00 24,69
Hibah
432 | Pendapatan 4.999.712.284,00 | 12.144.099.697,00 | 242,90 | 12.148.037.697,00 8.363.579.403,75 68,85
lainnya
LAIN-LAIN 8.893.848.284,00 | 13.150.507.207,00 | 147,86 | 13.473.037.697,00 7.164.296.760,42 53,18
PENDAPATAN
YANG SAH
JUMLAH 2.882.409.372.759, | 3.072.123.354.077, | 106,58 | 3.697.697.501.915, | 3.912.789.972.473, 105,82
PENDAPATAN 00 93 00 16

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten

Muara Enim (diolah), Tahun 2024

2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.1.

Kebijakan Belanja Daerah

Pada tahun 2021, pengelolaan belanja daerah berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman ini memberikan kerangka kerja
yang jelas dan sistematis bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola
keuangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya pedoman ini,
diharapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara
profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah diklasifikasi menjadi empat kategori utama, yaitu Belanja
Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-
masing kategori ini memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam mendukung
berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah :

a. Belanja Operasi mencakup pengeluaran rutin yang diperlukan
untuk menjalankan operasional pemerintahan sehari-hari, seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kategori ini
sangat penting karena memastikan bahwa semua aspek operasional
pemerintahan dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan.

b. Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk investasi
jangka panjang dalam pembangunan aset tetap, seperti tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, serta aset tetap lainnya. Pengeluaran ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas
yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan
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mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran yang dialokasikan
untuk mengatasi situasi darurat atau kejadian tak terduga yang
memerlukan tindakan cepat dan tepat. Anggaran ini memberikan
fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana
alam atau keadaan darurat lainnya.

d. Belanja Transfer adalah pengeluaran yang dilakukan untuk
mentransfer dana dari pemerintah daerah kepada pihak lain, seperti
transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.
Kategori ini bertujuan untuk mendistribusikan dana secara adil dan
merata kepada berbagai pihak yang berhak menerimanya, sehingga
dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya klasifikasi belanja yang jelas dan terperinci, pemerintah
daerah dapat merencanakan dan mengelola anggaran secara lebih efektif dan
efisien, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang ada. Hal ini juga
memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dan keberhasilan
program serta kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan
evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna mencapai tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari urusan wajib
dan urusan pilihan. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari kebijakan Belanja Daerah dan Penerimaan Daerah.
Kebijakan belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas belanja dengan sasaran yang tepat dan nilai manfaat yang tinggi,
memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan potensi daerah.

Pelaksanaan kebijakan belanja daerah juga berpedoman pada visi dan
misi Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023.
Visi tersebut adalah "Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing,
Mandiri, Sehat, dan Sejahtera." Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan
beberapa misi, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
beriman, bertaqwa, cerdas, dan mandiri; membina anak yatim, yatim piatu,
dhuafa, serta memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga
mandiri; meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan
komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri, dan
agropolitan; mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah diakses dan
gratis; serta meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata
dan mendukung pembangunan Jalan Tol Muara Enim-Indralaya-Palembang.

Pengelolaan keuangan daerah adalah kunci dalam menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip-prinsip seperti efektif, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab harus diterapkan dalam
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pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin terciptanya kondisi yang
mampu menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Hal ini mendorong
terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin sehat dan transparan
melalui APBD.

Langkah-langkah kebijakan pengelolaan belanja daerah meliputi
menyelaraskan alokasi belanja dengan pendelegasian wewenang,
meningkatkan alokasi anggaran pada bidang yang menjadi pusat perhatian
masyarakat, mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan
untuk kepentingan masyarakat (pendekatan bottom-up), memantapkan
akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja, serta mengeluarkan
belanja daerah dengan prinsip hemat, efektif, dan efisien sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Muara Enim, setiap
tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjelaskan program dan kegiatan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan
masing-masing (urusan wajib atau urusan pilihan) sebagai berikut :

a. Urusan Wajib :

1). Urusan Wajib Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

2). Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan
RSUD dr. H. M.Rabain.

3). Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

4). Urusan Wajib Perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan.

5). Urusan Wajib Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

6). Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

7). Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

8). Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup.

9). Urusan Wajib Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

10). Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11). Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

12). Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

13). Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
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14). Urusan Wajib  Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas
Ketenagakerjaan.

15). Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

16). Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

17). Urusan Wajib Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

18). Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas
Kepemudaan dan Olahraga.

19). Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

20). Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah Kabupaten

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kecamatan Semende Darat Ulu

Kecamatan Semende Darat Tengah
Kecamatan Semende Darat Laut

Kecamatan Tanjung Agung

Kecamatan Lawang Kidul

Kecamatan Muara Enim

Kecamatan Ujan Mas

Kecamatan Benakat

Kecamatan Gunung Megang.

Kecamatan Rambang Niru

Kecamatan Lubai

Kecamatan Rambang

Kecamatan Lembak

Kecamatan Kelekar

Kecamatan Gelumbang

Kecamatan Sungai Rotan

Kecamatan Muara Belida

Kecamatan Belimbing
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Kecamatan Belida Darat
Kecamatan Lubai Ulu
Kecamatan Empat Petulai Dangku
Kecamatan Panang Enim
21). Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan
Pangan.
22). Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
23). Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika.
24). Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan.
25). Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, dan Statistik dilaksanakan
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
26). Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan.

b. Urusan Pilihan

1). Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan.

2). Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, dan
Industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

3). Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4). Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas
Perikanan.

5). Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

6). Urusan Pilihan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

7). Urusan Pilihan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas
Ketenagakerjaan.

2.2.1. Realisasi Belanja Daerah

Pada tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan Audited, alokasi
belanja daerah sebesar Rp.3.745.457.978.249,00 dan terealisasi sebesar
Rp.3.336.289.056.357,12 atau 89,08 persen (Audited). Sedangkan pada tahun
2024, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.4.351.719.271.996,21 dan
terealisasi sebesar Rp.3.917.575.110.242,96 atau 90,02 persen (Unaudited). Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi belanja daerah
Kabupaten Muara Enim tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar
Rp.581.286.053.885,84 atau 17,42 persen. Belanja daerah tersebut dialokasikan
untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan
belanja transfer yang secara rinci sebagai berikut:

1) Belanja Operasi
Belanja Operasi antara lain diarahkan untuk membiayai belanja pegawai,
yang mencakup gaji dan tunjangan, baik tunjangan akres maupun
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tunjangan lainnya. Hal ini juga termasuk pembayaran gaji ketiga belas
dan keempat belas, serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) seperti uang makan, tunjangan guru yang ditempatkan di daerah
terpencil, tunjangan kesejahteraan tahunan, tunjangan kinerja, dan
tunjangan bagi tenaga paramedis. Selain itu, Belanja Operasi juga
digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa, pembayaran bunga,
subsidi, hibah, serta bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.
Pengalokasian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai
dan kualitas layanan publik, serta untuk mendukung berbagai program
pembangunan dan bantuan sosial yang merata di seluruh wilayah.

Pada tahun 2023 (Audited), anggaran untuk Belanja Operasi ditetapkan
sebesar Rp.2.124.505.487.815,00. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja
yang berhasil dicapai sebesar Rp.1.891.605.435.158,08 atau setara dengan
89,04 persen dari total anggaran yang telah diaudit. Kemudian, untuk
tahun 2024 (Unaudited), target anggaran Belanja Operasi ditingkatkan
menjadi Rp.2.549.011.276.706,21. Namun, realisasi yang tercatat hingga
saat ini sebesar Rp.2.236.664.864.872,58 atau mencapai 87,75 persen dari
total target, yang masih dalam tahap audit. Peningkatan alokasi anggaran
ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki
kualitas layanan dan program yang diberikan kepada masyarakat.
Rincian target dan realisasi belanja operasi tahun 2023-2024 berdasarkan
jenis belanja dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Muara Enim

Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)

2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)
KODE | URAIAN TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI
(Rp.) (Rp.) | () (Rp.) (Rp.) | (%)
5. BELANJA
5.1. BELANJA OPERASI
Belani
511 Pegam’aa, 1.018.111.989.103,00 | 905.296.146.233,22 | 88,92 | 1.201.350.938.398,66 | 1.059.547.345.085,03 | 88,20
egawal
Belanja
512 Barang 965.982.659.367,00 | 854.731.463.603,36 | 88,48 | 1.143.729.958.590,55 | 997.240.222.419,55 | 87,19
dan Jasa
Belanja
513 . 6.504.239.596,00 6.504.239.596,00 | 100 9.000.000.000,00 7.485.321.723,00 | 83,17
unga
514 Subsidi 0 0] o 0 0| o
515 Hibah 131.477.699.749,00 | 122.738.685.725,00 | 93,35 | 191.550.579.717,00 172.371.975.645 | 89,99
Bant
51.6 San_ T’m 2.428.900.000,00 2.334.900.000,00 | 96.13 3.379.800.000,00 ol o
0OSl1a
2.124.505.487.815,0
BELANJA OPERASI ; 1.891.605.435.158,08 | 89,04 | 2.549.011.276.706,21 | 2.236.644.864.872,58 | 87.75

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024
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2) Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk berbagai
kegiatan yang mencakup pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset
tetap berwujud dengan nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset-
aset tersebut digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk
memastikan pelayanan publik yang optimal. Pengalokasian belanja
modal ini mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap
lainnya. Tujuan dari alokasi belanja modal ini adalah untuk mendukung
berbagai proyek infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan
fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas
kesehatan lainnya, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, belanja modal
juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan
jembatan, yang berfungsi untuk memperlancar arus transportasi dan
distribusi barang, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Pengembangan fasilitas irigasi yang penting bagi sektor pertanian juga
menjadi fokus, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan
kesejahteraan petani. Keseluruhan upaya ini diharapkan dapat
memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Pada tahun 2023, alokasi belanja modal dianggarkan sebesar
Rp.1.187.242.345.752,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.018.994.610.340,04
atau 85,83 persen (Audited). Sedangkan pada tahun 2024, belanja modal
dialokasikan sebesar Rp.1.281.008.118.240,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.173.510.368.320,38 atau 91,61 persen (Unaudited). Peningkatan ini
menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki dan
meningkatkan infrastruktur serta fasilitas umum yang berdampak
langsung pada kesejahteraan masyarakat. Rincian target dan realisasi
belanja modal tahun 2023-2024 berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)

2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)
KODE | URAIAN TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI
(Rp.) (Rp.) | (%) (Rp.) (Rp.) | (%)
5.2. BELANJA MODAL
Belanja
521 Modal 4.467.000.000,00 2.230.870.000,00 | 49,94 12.382.090.321,00 10.194.664.000,00 | 82,33
Tanah
Belanja
522 Modal 142.543.288.776,00 132.018.241.673,00 | 92,62 185.456.945.366,00 160.953.164.905,00 | 86,79
Ooda
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KODE

URAIAN

2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)

TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (Rp.)

(*0)

Peralatan
dan Mesin

523

Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan

198.951.530.293,00 | 183.794.697.321,66 | 92,38 | 218.979.431.746,00 | 202.931.222.921,64

92,67

524

Belanja
Modal
Jalan,
Irigasi dan
Jaringan

829.994.008.583,00 | 690.758.490.475,38 | 83,22 | 850.855.615.359,00 | 786.229.627.683,74

92,40

525

Belanja
Modal
Aset Tetap
Lainnya

10.286.518.100,00 10.192.310.870,00 | 99.08 11.792.066.558,00 11.788.479.740,00

99,97

5.2.6

Belanja
Modal
Aset
Lainnya

1.000.000.000,00 0 0 1.541.968.890,00 1.413.209.060,00

91.65

BELANJA MODAL

1.187.242.345.752,00 | 1.018.994.610.340,04 | 85,83 | 1.281.008.118.240,00 | 1.173.510.368.320,38

91.61

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang dialokasikan untuk
kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya. Dana ini sangat penting karena
memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons secara cepat dan
efektif terhadap situasi darurat yang mungkin timbul, seperti bencana
alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, atau kejadian tak terduga lainnya
yang memerlukan tindakan segera. Selain itu, belanja tidak terduga juga
dapat digunakan untuk menangani bencana sosial, seperti konflik
antarwarga, yang memerlukan intervensi cepat dari pemerintah untuk
memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya
alokasi dana ini, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan yang
diperlukan secara cepat dan tepat sasaran, serta meminimalkan dampak
negatif yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian tersebut.

Pada tahun 2023, belanja tidak terduga dialokasikan sebesar
Rp.9.705.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.964.524.977,00 atau
20,24 persen (Audited). Sedangkan Pada tahun 2024, alokasi Belanja Tidak
Terduga dialokasikan sebesar Rp.15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.720.000.000,00 atau 4,80 persen (Unaudited). Rincian target dan
realisasi belanja tidak terduga tahun 2023-2024 berdasarkan jenis belanja,
dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.4

Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)

KODE | URAIAN

2021 (AUDITED)

2022 (AUDITED)

TARGET

REALISASI (Rp.)

TARGET

REALISASI

(Rp.)

Rp) | ()

(Rp.)

Rp) | (%)

5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja
Tidak
Teduga

531

9.705.760.000,00

1.964.524.977,00 | 20,24

15.000.000.000,00

720.000.000,00 | 4,80

BELANJA TIDAK
TERDUGA

9.705.760.000,00

20,2

1.964.524.977,00 4

15.000.000.000,00

720.000.000,00 | 4,80

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024

4) Belanja Transfer

Alokasi Transfer Kabupaten Muara Enim terdiri dari Transfer Bagi Hasil
Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bantuan Keuangan
sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
menjelaskan ~ bahwa  Bantuan  Keuangan  digunakan  untuk
menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari
provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada
pemerintah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada
partai politik. Tujuan dari alokasi ini adalah untuk memastikan distribusi
keuangan yang merata dan meningkatkan kapasitas keuangan pada
setiap tingkatan pemerintahan guna mendukung pelaksanaan berbagai
program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2023, anggaran belanja transfer sebesar Rp.424.004.384.682,00
dan terealisasi sebesar Rp.423.724.485.882,00 atau 99,93 persen (Audited).
Sedangkan pada tahun 2024, anggaran transfer dialokasikan sebesar
Rp.506.699.877.050,00 dan terealisasi sebesar Rp.506.699.877.050,00 atau

100 persen (Unaudited)

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Transfer Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)

KODE

URAIAN

2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)

TARGET REALISASI (Rp.) TARGET

REALISASI

(Rp.) (Rp.) | () (Rp.) (Rp.)

| ()

5.4. BELANJA TRANS

FER

54.1

Transfer
Bagi Hasil
Pendapatan

9.835.810.693,00 9.835.810.693,00 | 100,00 22.333.351.461,00

22.333.351.461,00

100,00

5.4.2

Transfer
Bantuan
Keuangan

414.168.573.989,00 | 413.888.675.189,00 | 99,93 484.366.525.589,00

484.366.525.589,00

100,00
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2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)

KODE URAIAN TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI

(Rp-) (Rp.) | () (Rp-) (Rp.) | ()
5.4. BELANJA TRANSFER
BELANJA 424.004.384.682,00 423.724.485.882,00 | 99,93 506.699.877.050,00 506.699.877.050,00 | 100,00
TRANSEER ,

JUMLAH BELANJA | 3.745.457.978.249,00 | 3.336.289.056.357,12 | 89,08 | 4.351.719.271.996,21 | 3.917.575.110.242,96 | 90,02

SURPLUS/(DEFISIT) | -863.048.605.490,00 | -264.165.702.279,19 | 30,61 | -654.021.770.081,21 -14.785.137.769,80 0,73

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024

Dalam pengelolaan belanja daerah, terdapat sejumlah tantangan yang
harus dihadapi. Tantangan pertama adalah belum optimalnya kapasitas sumber
daya aparatur dalam mengelola dan memanajemen kegiatan serta administrasi
keuangan. Hal ini mengakibatkan proses pengelolaan keuangan daerah
menjadi kurang efisien. Tantangan kedua adalah rendahnya tingkat
profesionalisme penyedia jasa pembangunan, yang berimbas pada kualitas
proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

a) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui berbagai
program pendidikan dan pelatihan yang difokuskan pada pengelolaan
program dan kegiatan serta administrasi keuangan. Pelatihan ini
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
aparatur dalam menjalankan tugasnya.

b) Melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa pembangunan, agar
mereka dapat bekerja dengan lebih profesional dan sesuai dengan
standar yang ditetapkan. Pembinaan ini meliputi berbagai aspek, mulai
dari teknis hingga manajerial.

c¢) Melakukan pengawasan, pengendalian, dan monitoring secara ketat
terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap proyek dapat
dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah
disepakati. Pengawasan ini juga memastikan bahwa setiap kegiatan
berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat mencapai output dan
outcome yang optimal.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan belanja
daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang
maksimal bagi masyarakat.

2.3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang wajib dikembalikan
serta pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran tersebut maupun
tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah ini dianggarkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sehingga anggaran tetap seimbang dan
mampu memenuhi kebutuhan operasional serta pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan meliputi beberapa sumber seperti
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Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana
cadangan, hasil penjualan aset daerah yang terpisah, penerimaan pinjaman daerah,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan, dan penerimaan piutang daerah.
Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, serta
pemberian pinjaman daerah.

Dengan demikian, pembiayaan daerah memainkan peran penting dalam
memastikan keberlanjutan operasional dan program-program pembangunan di
daerah, sekaligus menjaga keseimbangan keuangan daerah untuk menghadapi
berbagai tantangan dan kebutuhan yang mungkin timbul di masa mendatang.

1. Penerimaan Pembiayaan
Pada tahun 2023, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar
Rp.919.327.121.622,00 dan terealisasi sebesar Rp.879.327.121.622,40 atau 95,65
persen (Audited). Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar
Rp.660.300.286.213,21 dan terealisasi sebesar Rp.660.300.286.213,21 atau 100
persen (Unaudited). Penerimaan pembiayaan tersebut diantaranya bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk
penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan pembayaran pokok
utang kepada pemberi pinjaman. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk
Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.56.278.516.132,00 dan terealisasi sebesar
Rp.54.861.133.130,00 atau 97,48 persen (Audited). Sedangkan pada tahun 2024,
pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.6.278.516.132,00 dan
terealisasi sebesar Rp.6.278.516.130,00 atau 100 persen (Unaudited).

3. Pembiayaan Netto

Pada  tahun 2023, Pembiayaan Netto  dianggarkan  sebesar
Rp.863.048.605.490,00 dengan realisasi sebesar Rp.824.465.988.492,40 atau
95,53 persen (Audited). Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp.560.300.286.213,21
(Audited). Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SiLPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp.649.236.632.313,41 (Unaudited).
Pembiayaan Netto yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar
Rp.654.021.770.081,21 dengan realisasi sebesar Rp.654.021.770.081,21 atau 100
persen.

Rincian target dan realisasi pembiayaan tahun 2023-2024 berdasarkan jenis
pembiayaan dapat dijelaskan sebagaimana tabel
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Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)

2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)
KODE | URAIAN TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI
(Rp.) (Rp.) | () (Rp.) (Rp.) | )
6. PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan | o 277 121.622,00 | 879.327.121.622,40 | 95,65 | 660.300.286.213,21 | 660.300.286.213,21 | 100,00
Pembiayaan
Penggunaan
Sisa Lebih
611 | Perhitungan | 879.327.121.622,00 | 879.327.121.622,40 | 100,00 | 560.300.286.213,21 | 560.300.286.213,21 | 100,00
Anggaran
(SILPA)
Pencairan
612 | Dana 40.000.000.000,00 0| 0 |100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 100,00
Cadangan
6.2 Pengeluaran | 0, e 516132,00 | 54.861.133.130,00 | 9748 | 6.278516.132,00 | 6.278.516.130,00 | 100,00
Pembiayaan
Pembentukan
621 | Dana 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 100,00 0 o] o
Cadangan
Penyertaan
Modal
622 | (Investasi) 20.000.000.000,00 | 18.582.617.000,00 | 92,91 0 o] o
Pemerintah
Daerah
Pembayaran
Cicilan Pokok
6.2.3 6.278.516.132,00 |  6.278.516.130,00 | 100,00 | 6.278.516.132,00 |  6.278.516.130,00 | 100,00
Utang vyang
Jatuh Tempo
II:IEEI\T/I?(I)AYAAN 863.048.605.490,00 | 824.465.988.492,40 | 95,53 | 654.021.770.081,21 | 654.021.770.083,21 | 100,00
SISA LEBIH
PEMBIAYAAN 560.300.286.213,21 649.236.632.313,41
ANGGARAN (SiLPA)
TOTAL APBD 3.336.289.056.357,12 3.917.575.110.242,96

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024

2.4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi Pemerintah

Daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi akuntabilitas

keuangan daerah dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan di bidang

ekonomi, sosial, dan politik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Neraca adalah

bagian integral dari laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang menyajikan ringkasan sumber, alokasi,

dan penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah.
LRA bertujuan untuk memberikan gambaran yang

jelas

mengenai

perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dan realisasi pengeluarannya

dalam satu periode tertentu. Laporan ini juga menyoroti efisiensi dan efektivitas
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penggunaan anggaran, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi

kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. LRA mencakup

berbagai elemen penting, seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Pendapatan daerah meliputi penerimaan dari pajak, retribusi, serta dana transfer dari

pemerintah pusat. Sementara itu, belanja daerah mencakup pengeluaran untuk

pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang

menjadi prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023
(Audited) dan 2024 (Unaudited) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)

2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)
KODE | URAIAN TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI
(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (Rp.) (%)
4. PENDAPATAN
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
411 | Pendapatan 90.635.401.852,00 | 118.951.424.120,00 | 131,24 | 102.118.871.536,00 | 126.743.710.193,00 | 124,11
Pajak Daerah
Pendapatan
412 | Retribusi 7.722.705.076,00 6.561.840.213,70 | 84,97 | 120.847.143.074,00 | 100.805.908.431,31 | 83,42
Daerah
Pendapatan
Hasil
Pengelolaan
413 54.804.784.963,00 |  54.804.783.997,15 | 100 | 31.102.654.447,00 |  31.147.873.242,38 | 100,15
kekayaan
daerah yang
dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan
414 ) 145.506.598.061,00 | 174.329.879.546,08 | 119,81 |  52.567.181.710,00 | 105.453.200.113,69 | 200,61
Asli Daerah
yang Sah
PENDAPATAN ASLI
298.669.489.952,00 | 354.647.927.876,93 | 118,74 | 306.635.850.767,00 | 380.979.531.113,52 | 124,24
DAERAH
4.2. PENDAPATAN TRANSFER
Transfer
421 | Pemerintah | 2.351.327.520.200,00 | 2.418.868.422.019,00 | 102,87 | 3.115.940.499.950,00 | 3.198.030.938.052,00 | 102,63
Pusat
Transfer
422 | Antar 223.518.514.323,00 | 285.456.496.975,00 | 127.71 | 261.648.113.501,00 | 326.615.206.547,22 | 124,83
Daerah
PENDAPATAN 2.574.846.034.523,00 | 2.704.324.918.994,00 | 105,03 | 3.377.588.613.451,00 | 3.524.646.144.599,22 | 104,35
TRANSFER
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan
431 | oo 3.894.136.000,00 1.006.407.510,00 | 25,84 1.325.000.000,00 327.192.879,00 | 24,69
432 :ﬁ;ﬁ’ataﬂ 4999.712.28400 |  12.144.099.697,00 | 242,90 |  12.148.037.697,00 8.363.579.403,75 | 68,85
LAIN-LAIN
PENDAPATAN 8.893.848.28400 |  13.150.507.207,00 | 147,86 |  13.473.037.697,00 7.164.296.760,42 | 53,18
YANG SAH
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2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)
KODE URAIAN TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI
(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (Rp.) (%)
JUMLAH 2.882.409.372.759,00 | 3.072.123.354.077,93 | 106,58 | 3.697.697.501.915,00 | 3.912.789.972.473,16 | 105,82
PENDAPATAN .882.409.372.759,00 | 3.072.123.354.077, ,58 | 3.697.697.501.915,00 | 3.912.789.972.473, ,
Belanja
5.1.1 P . 1.018.111.989.103,00 905.296.146.233,22 | 88,92 | 1.201.350.938.398,66 | 1.059.547.345.085,03 | 88,20
egawai
Belanja
5.1.2 Barang dan 965.982.659.367,00 854.731.463.603,86 | 88,48 | 1.143.729.958.590,55 997.240.222.419,55 | 87,19
Jasa
Belanja
5.1.3 B 6.504.239.596,00 6.504.239.596,00 100 9.000.000.000,00 7.485.321.723,00 | 83,17
unga
5.1.4 Subsidi 0 0 0 0 0 0
5.1.5 Hibah 131.477.699.749,00 122.738.685.725,00 | 93,35 191.550.579.717,00 172.371.975.645 | 89,99
Bantuan
5.1.6 Sosial 2.428.900.000,00 2.334.900.000,00 | 96.13 3.379.800.000,00 0 0
BELANJA OPERASI 2.124.505.487.815,00 | 1.891.605.435.158,08 89,04 | 2.549.011.276.706,21 | 2.236.644.864.872,58 87,75
5.2. BELANJA MODAL
521 | belama 4.467.000.000,00 2.230.870.000,00 | 49,94 |  12.382.090.321,00 |  10.194.664.000,00 | 82,33
Modal Tanah
Belanja
Modal
5.2.2 oda 142.543.288.776,00 132.018.241.673,00 | 92,62 185.456.945.366,00 160.953.164.905,00 | 86,79
Peralatan dan
Mesin
Belanja
523 Modal 198.951.530.293,00 183.794.697.321,66 92,38 218.979.431.746,00 202.931.222.921,64 92,67
Gedung dan
Bangunan
Belanja
Modal Jalan,
5.2.4 Irigasi  d 829.994.008.583,00 690.758.490.475,38 | 83,22 850.855.615.359,00 786.229.627.683,74 | 92,40
rigasi an
Jaringan
Belanja
Modal Aset
525 Tet 10.286.518.100,00 10.192.310.870,00 99.08 11.792.066.558,00 11.788.479.740,00 99,97
etap
Lainnya
Belanja
5.2.6 Modal Aset 1.000.000.000,00 0 0 1.541.968.890,00 1.413.209.060,00 | 91.65
Lainnya
BELANJA MODAL 1.187.242.345.752,00 | 1.018.994.610.340,04 | 85,83 | 1.281.008.118.240,00 | 1.173.510.368.320,38 | 91.61
5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak
5.3.1 Teduga 9.705.760.000,00 1.964.524.977,00 | 20,24 15.000.000.000,00 720.000.000,00 4,80
BELANJA TIDAK 9.705.760.000,00 1.964.524.977,00 20,24 15.000.000.000,00 720.000.000,00 4,80
TERDUGA .705.760.000, .964.524.977, , .000.000.000, .000.000, ,
5.4. BELANJA TRANSFER
Transfer
5.4.1 Bagi Hasil 9.835.810.693,00 9.835.810.693,00 | 100,00 22.333.351.461,00 22.333.351.461,00 | 100,00
Pendapatan
Transfer
5.4.2 Bantuan 414.168.573.989,00 413.888.675.189,00 | 99,93 484.366.525.589,00 484.366.525.589,00 | 100,00
Keuangan
Il-23
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2023 (AUDITED) 2024 (UNAUDITED)
KODE | URAIAN TARGET REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI
(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (Rp.) (%)
BELANJA 424.004.384.682,00 | 423.724.485.882,00 | 99,93 | 506.699.877.050,00 | 506.699.877.050,00 | 100,00
TRANSFER
JUMLAH BELANJA | 3.745.457.978.249,00 | 3.336.289.056.357,12 | 89,08 | 4.351.719.271.996,21 | 3.917.575.110.242,96 | 90,02
SURPLUS/(DEFISIT) | -863.048.605.490,00 | -264.165.702.279,19 | 30,61 | -654.021.770.081,21 | -14.785.137.769,80 | 0,73
6. PEMBIAYAAN
6,1 Penerimaan | o g 307 121.622,00 | 879.327.121.622,40 | 95,65 | 660.300.286.21321 | 660.300.286.213,21 | 100,00
Pembiayaan
Penggunaan
Sisa Lebih
611 | Perhitungan | 879.327.121.622,00 | 879.327.121.622,40 | 100,00 | 560.300.286.21321 | 560.300.286.213,21 | 100,00
Anggaran
(SILPA)
Pencairan
612 | Dana 40.000.000.000,00 0 0| 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 100,00
Cadangan
6,2 Pengeluaran 56.278.516.132,00 |  54.861.133.130,00 | 97,48 6.278.516.132,00 6.278.516.130,00 | 100,00
Pembiayaan
Pembentukan
621 | Dana 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 100,00 0 0 0
Cadangan
Penyertaan
Modal
622 | (Investasi) 20.000.000.000,00 |  18.582.617.000,00 | 92,91 0 0 0
Pemerintah
Daerah
Pembayaran
Cicilan Pokok
623 6.278.516.132,00 6.278.516.130,00 | 100,00 6.278.516.132,00 6.278.516.130,00 | 100,00
Utang yang
Jatuh Tempo
;EEI\;IE(I)AYAAN 863.048.605.490,00 | 824.465.988.492,40 | 9553 | 654.021.770.081,21 | 654.021.770.083,21 | 100,00
SISA LEBIH
PEMBIAYAAN 560.300.286.213,21 649.236.632.313,41
ANGGARAN (SiLPA)
TOTAL APBD 3.336.289.056.357,12 3.917.575.110.242,96

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim
Tahun Anggaran 2024

Il-24




BAB III HASIL
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAH
YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH




BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh masing-masing
Perangkat Daerah berdasarkan urusan, kewenangan, dan tanggung jawab setiap
Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pada tahun 2022 Pemerintah
Kabupaten Muara Enim telah menyusun kebijakan pembangunan daerah yang
diimplementasikan dalam program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam
APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kabupaten Muara Enim menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Tahun 2024 Kepada DPRD Kabupaten Muara Enim.

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP]) Bupati Tahun Anggaran
2024, dikelompokkan ke dalam Urusan Wajib dan Pilihan. Urusan Wajib terdiri dari
22 (dua puluh dua) urusan dan Urusan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan yang
dilaksanakan oleh 58 (lima puluh delapan) Perangkat Daerah, dengan total belanja
daerah sebesar Rp. 4.351.719.271.996,21 terealisasi besar Rp. Rp.3.917.575.110.242,96
atau 90,02 persen (Unaudited)yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.
Rp.2.549.011.276.706,21 dengan realisasi sebesar Rp. 2.236.664.864.872,58 atau 87,75
persen (Unaudited), Belanja Modal sebesar Rp. 1.281.008.118.240,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 1.173.510.368.320,38 atau 91,61 persen (Unaudited), Belanja Tidak Terduga
sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 720.000.000,00 atau 4,80
persen (Unaudited) dan Biaya Transfer sebesar Rp. 506.699.877.050,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 506.699.877.050,00 atau 100 persen (Unaudited). 22 (dua puluh dua)
Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Muara Enim dengan rincian sebagai berikut:

i -1
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3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib
3.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.1
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
yang Dilaksanakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Tahun Anggaran 2024

. L. Tindak
No Pelli::rsiirtlah Peg:;:;ah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Ta(;oget Rea:/:) 5351 | Permasalahan M::Jrl:gejtzsi Lanjut .
Rekomendasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendidikan Dinas Mewujudkan | PROGRAM PENGELOLAAN 100% 97,31%
dan Pendidikan | pendidikan | PENDIDIKAN
Kebudayaan dan dan
Kebudayaan kesehatan

yang mudah

dijangkau i

dan  bebas

biaya

mewujudkan

tata kelola
Pengelolaan Pendidikan Dasar 100% 98,37 % -
Pembangunan Ruang Guru 100% 99,79%
Sekolah/Kepala Sekolah/TU i
Pembangunan Ruang Unit 100% 99,81%
Kesehatan Sekolah )
Pembangunan Perpustakaan 100% 99,85%
Sekolah )
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembangunan Sarana, 100% 99,91 %
Prasarana dan Ultilitas Sekolah )
Pembangunan Rumah Dinas 100% 99,04 %
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga -
Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 99,72%
Ruang Guru/Kepala -
Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 99,68 %
Perpustakaan Sekolah i
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 99,86 %
Rumah Dinas Kepala Sekolah/ -
Guru/ Penjaga Sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah (SD) 100% 99,54 % -
Pengadaan Alat Praktik dan 100% 79,70%
Peraga Siswa (SD) )
Pembinaan Minat, Bakat dan 100% 90,53 %
Kreativitas Siswa (SD) )
100% 59,59% | Standar harga
yang tinggi,
Pembinaan Kelembagaan dan Hadiah yang
Manajemen Sekolah (SD) bersifat
perlombaan
telah
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
direalisasikan
oleh OPD lain
yaitu DLH
100% 99,11% | tidak
terlaksananya
Pengelolaan Dana BOS Sekolah perjalanan
Dasar (SD) dinas karena
keterbatasan
waktu
Peningkatan Kapasitas 100% 85,91%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah - -
Dasar (SD)
Pembangunan Laboratorium 100% 99,90%
Sekolah Dasar i
100% 87,39% | tidak
terlaksananya
Pelatihan Penggunaan Aplikasi perjalanan
Bidang Pendidikan dinas karena ]
keterbatasan
waktu
Koordinasi, Perencanaan, 100% 99,71 %
Supervisi dan Evaluasi - -
Layanan di Bidang Pendidikan
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Perlengkapan 100% 98,54 %
Peserta Didik )
Pembangunan Ruang Kelas 100% 99,05%
Baru i
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 99,81%
Sarana, Prasarana, dan Utilitas -
Sekolah
Bimbingan Teknis, Pelatihan, 100% 95,26 %
dan/atau Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang i
Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/ Berat 100% 99,40%
Ruang Kelas Sekolah )
Pengelolaan Pendidikan 100% 96,85 %
Sekolah Menengah Pertama )
Pembangunan Ruang 100% 98,52%
Guru/Kepala Sekolah/TU i
Pembangunan Perpustakaan 100% 97,95%
Sekolah i
Pembangunan Laboratorium 100% 98,54 %
Sekolah )
Pembangunan Rumah Dinas 100% 97,48 %
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga -
Sekolah
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembangunan Sarana, 100% 99,85 %
Prasarana dan Utilitas Sekolah i a
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 98,59 %
Ruang Kelas Sekolah ]
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 99,66 %
Perpustakaan Sekolah i i
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 99,70%
Laboratorium Sekolah i )
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 99,70%
Sarana, Prasarana, dan Utilitas — —
Sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah 100% 99,63%
(SMP)
Pengadaan Alat Praktik dan 100% 78,08 %
Peraga Siswa (SMP) i i
100% 66,60% | tidak
terlaksananya
Pembinaan Minat, Bakat dan perjalanan
Kreativitas Siswa (SMP) dinas karena ]
keterbatasan
waktu
Pembinaan Kelembagaan dan 100% 87,19%
Manajemen Sekolah (SMP) i i
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengelolaan Dana BOS Sekolah 100% 99,86 %
Menengah Pertama (SMP) ) )
Peningkatan Kapasitas 100% 88,88%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah - -
Menengah Pertama (SMP)
Pelatihan Penggunaan Aplikasi 100% 86,15%
Bidang Pendidikan (SMP) ) -
Koordinasi, Perencanaan, 100% 32,18%
Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan - i
(SMP)
Pembangunan Ruang Kelas 100% 1,00%
Baru i
Bimbingan Teknis, Pelatihan, 100% 73,61%
dan/atau Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang ] )
Pendidikan (SMP)
Pengadaan Perlengkapan 100% 91,73%
Siswa i i
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 99,43 %
Ruang Guru/Kepala - -
Sekolah/TU
Pengelolaan Pendidikan Anak 100% 93,41%
Usia Dini ) )
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembangunan Sarana, 100% 99,86 %
Prasarana Dan Utilitas PAUD i
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 98,30%
Gedung/Ruang Kelas/ Ruang -
Guru PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 99,82%
Pembangunan Sarana, -
Prasarana, dan Utilitas PAUD
Pengadaan Mebel PAUD 100% 86,22% -
Pengadaan Alat Praktik dan 100% 99,93 %
Peraga Siswa PAUD (DAK -
2024)
Pembinaan Kelembagaan dan 100% 88,63 %
Manajemen PAUD i
Pengelolaan Dana BOP PAUD 100% 93,56 % -
Peningkatan Kapasitas 100% 82,84 %
Pengelolaan Dana BOP PAUD i
Koordinasi, Perencanaan, 100% 99,59%
Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan )
PAUD
Sosialisasi dan Advokasi 100% 92,36%
Kebijakan Bidang Pendidikan -
PAUD
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembangunan Ruang 100% 99,90%
Guru/Kepala Sekolah/TU i
Pembangunan Ruang Kelas 100% 0,10%
Baru i
Pengelolaan Pendidikan 100% 86,71%
Nonformal/ Kesetaraan i
Pembinaan Kelembagaan dan 100% 58,25%
Manajemen Sekolah -
NonFormal /Kesetaraan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah 100% 89,23%
Nonformal/ Kesetaraan i
Pelatihan Penggunaan Aplikasi 100% 33,32%
Bidang Pendidikan )
Sosialisasi dan Advokasi 100% 96,39%
Kebijakan Bidang Pendidikan i
PROGRAM 100% 86,54 %
PENGEMBANGAN -
KURIKULUM
Penetapan Kurikulum Muata 100% 95,42 %
Lokal Pendidikan Dasar )
Pelatihan Penyusunan 100% 95,42%
Kurikulum Muatan Lokal -
Pendidikan Dasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim -9

Tahun Anggaran 2024




Tindak

No Peli::lrsiirtlah Pegl::::}tlah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Taor/oget Rea:/:)sam Permasalahan Mlejll:;:,tzsi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penetapan Kurikulum Muatan 100% 67,28 %
Lokal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan ]
Nonformal
100% 67,28% | pengurangan
peserta bimtek
Penyusunan Model-Model dikarenakan
. . tempat
Pembelajaran Inovatif kegiatan tidak
Pendidikan Anak Usia Dini )
dan Pendidikan Nonformal mencuk}lpl
dengan jumlah
peserta yang
dianggarkan
PROGRAM PENDIDIK DAN 100% 91,53%
TENAGA KEPENDIDIKAN ]
Pemerataan Kuantitas dan 100% 91,53%
Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan -
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan 100% 54,52% | Pembiayaan
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
Kependidikan Satuan Program Guru
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi

%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

2

3

4

5

7

8

9

10

Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Non
formal/Kesetaraan

Penggerak dan
Program
Sekolah
Penggerak
yang masih
sepenuhnya
dibiayai oleh
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
melalui Balai
Guru
Penggerak
Provinsi
Sumatera
Selatan
sehingga
anggaran yang
ada tidak dapat
direalisasikan

Penataan Pendistribusian
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bagi Satuan

100%

95,68%
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Tindak

No Peli::lrsiirtlah Pegl::::}tlah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Ta(;oget Rea:/:)sam Permasalahan Mlejll:;:,tzsi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendidikan Dasar, PAUD dan
Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan
PROGRAM 100% 33,66 %
PENGENDALIAN -
PERIZINAN PENDIDIKAN
Penerbitan Izin PAUD dan 100% 33,66 %
Pendidikan Nonformal yang
diselenggarakan oleh i
Masyarakat
100% 33,66% jumlah
pengurusan
perizinan tidak
sesuai dengan
Penilaian Kelayakan Usul yang
Perizinan PAUD dan dianggarkan,
Pendidikan Nonformal yang dikarenkan
Diselenggarakan oleh pengurusan
Masyarakat perizinan
hanya sekolah
yang
mengurus
perizinan
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Tindak

U P intah T t Realisasi U
No Pen:::lrsiirtlah egl::::ha Kebijakan Uraian Program/Kegiatan a(;oge eao/:)sam Permasalahan Mell:;:,tzsi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemerintahan 100% 96,18%
yang
Profesional,
. PROGRAM PENUNJANG
Kredibel, dan
Berorientasi URUSAN PEMERINTAH
erorientasi | J\ poagy
pada
_ KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
Pelayanan
Publik.
Perencanaan, Penganggaran, 100% 84,43 %
dan Evaluasi Kinerja - -
Perangkat Daerah
100% 33,04% | adanya tenaga
honorarium
yang memindahkan
mengundurkan | anggaran
diri sehi belanja h
Penyusunan Dokumen o S‘? nega clama onot
belanja honor | operator ke
Perencanaan Perangkat Daerah .
operator pada | belanja
peribahan barang dan
APBD TA 2024 | jasa
tidak di
realisasikan
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100% 81,51% | adanya tenaga
honorarium
yang memindahkan
mengundurkan | anggaran
Koordinasi dan Penyusunan S:;;i?:?ogf; :;tlr?;?izor
Dokumen RKA-SKPD .
operator pada | belanja
peribahan barang dan
APBD TA 2024 | jasa
tidak di
realisasikan
100% 81,26% | adanya tenaga
honorarium
yang memindahkan
mengundurkan | anggaran
Koordinasi dan Penyusunan diri sehingga belanja honor
Dokumen Perubahan RKA- belanja honor | operator ke
SKPD operator pada | belanja
peribahan barang dan
APBD TA 2024 | jasa
tidak di
realisasikan
Koordinasi dan Penyusunan 100% 93,74 %
Dokumen DPA-SKPD - )
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi dan Penyusunan 100% 96,29 %
Dokumen Perubahan DPA- - -
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 100% 80,53 %
laporan capaian kinerja dan - -
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat 100% 94,60 %
Daerah ] ]
Administrasi Keuangan 100% 96,25%
Negara i i
Penyediaan Gaji dan 100% 96,25%
Tunjangan ASN ) ]
Penyediaan Administrasi 100% 90,95%
Pelaksanaan Tugas ASN ] ]
100% 85,55% | adanya tenaga
honorarium memindahkan
yang anggaran
Koordinasi dan Penyusunan mengundurkan | belanja honor
Laporan Keuangan Akhir diri sehingga operator ke
Tahun SKPD belanja honor | belanja
operator pada | barang dan
peribahan jasa
APBD TA 2024
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tidak di
realisasikan
100% 86,28% | adanya tenaga
honorarium
yang memindahkan
Koordinasi dan Penyusunan nTe‘ngquldurkan angga‘lran
Laporan Keuangan diri sr?‘hlngga belanja honor
Bulanan/Triwulan/Semesteran belanja honor opera'tor ke
SKPD operator pada | belanja
peribahan barang dan
APBD TA 2024 | jasa
tidak di
realisasikan
Administrasi Barang Milik 100% 96,24 %
Daerah Pada Perangkat - -
Daerah
Pengamanan Barang Milik 100% 99,78 %
Daerah SKPD ) )
Penatausahaan Barang Milik 100% 91,51%
Daerah pada SKPD ) ]
Administrasi Kepegawaian 100% 89,93%
Perangkat Daerah ) )
Koordinasi dan Pelaksanaan 100% 96,85 %
Sistem Informasi Kepegawaian ) ]
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim -16
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendidikan dan Pelatihan 100% 88,67 %
Pegawai Berdasarkan Tugas - -
dan Fungsi
Administrasi Umum 100% 90,77 %
Perangkat Daerah ) )
Penyediaan Komponen 100% 61,62%
Instalasi Listrik/Penerangan - -
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan 100% 93,34 %
Perlengkapan Gedung Kantor ] i
100% 75,87 % memindahkan

perbedaan igig;ra}?
Penyediaan Bahan Logistik standar harga Jja onot
Kantor dan harga opera.tor ke

pada realisasi belanja

barang dan
jasa

Penyediaan Barang Cetakan 100% 100,00%
dan Penggandaan i i
Penyediaan bahan bacaan dan 100% 77,57 %
peraturan perundang- - -
undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 100% 55,82% Perubahan -

peraturan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim m-17
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Urusan

Pemerintah

Target

Realisasi

Upaya

Tindak

No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan v % Permasalahan Mengatasi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
makan minum
rapat, yang
mengharuskan
hanya boleh
dikeluarkan
untuk rapat
dengan pihak
external
Penyelenggaraan Rapat 100% 99,55%
Koordinasi dan Konsultasi -
SKPD
Pengadaan Barang Milik 100% 93,78 %
Daerah Penunjang Urusan -
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel 100% 93,78 % -
Penyediaan Jasa Penunjang 100% 98,06%
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat 100% 98,65 %
Menyurat )
Penyediaan Jasa Komunikasi, 100% 95,00%
Sumber Daya Air dan Listrik i
Penyediaan Jasa Pelayanan 100% 68,75%
Umum Kantor i
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim n-18
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Tindak

No Peli::lrsiirtlah Pegl::::}tlah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Ta(;oget Rea:/:)sam Permasalahan Mlejll:;:,tzsi Lanjut .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Barang Milik 100% 98,06 %
Daerah Penunjang Urusan -
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 100% 94,79%
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas )
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi 100% 98,36%
Gedung Kantor atau Bangunan -
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi 100% 75,66 %
Sarana dan Prasarana Gedung -
Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi 100% 94,50%
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor )
atau Bangunan Lainnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim n-19
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Urusan Pemerintah . ) ) Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
N Kebijak U P m/Kegiat P lah
® | Pemerintah Daerah ehyjakan rajan trogra cglatan % % ermasaiafian Mengatasi | Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 | Kesehatan Dinas Meningkatkan | PROGRAM PENUNJANG 100% 88.14 % Komisi IV
Kesehatan | Kualitas Hidup | URUSAN PEMERINTAHAN DPRD
Masyarakat DAERAH Kabupaten

Muara Enim
memberikan
apresiasi atas
capaian
program
kegiatan fisik
yang sudah
dilakukan di
tahun 2023 oleh
dinas kesehatan
yang mencapai
93% terkait
capaian
tersebut apakah
sudah
memenuhi
kebutuhan
sarana dan
prasarana
Rumah Sakit

Umum tipe D

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim
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Urusan Pemerintah . ) ) Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
N Kebijak U P m/Kegiat P lah
® | Pemerintah Daerah ehyjakan rajan trogra cglatan % % ermasaiafian Mengatasi | Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dan Puskesmas
-Puskesmas di
Kabupaten
Muara Enim.
Karena
banyaknya
sarana dan
prasarana yang
terdapat Di
Rumah
SakitUmum
Daerah Tipe D
yang belum
maksimal
penggunaannya
karena
terbatasnya
Daya Tegangan
Listrik yang ada
Komisi IV
merekomendasi
kan kepada
dinas terkait

agar dapat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim
Tahun Anggaran 2024
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

9

10

melaksanakan
kerja dengan
PT. PLN untuk
pengadaan
TRAFO
Mandiri Untuk
ke 3 RSUD
Kelas D dengan
melakukan
penganggaran
pada dinas
kesehatan atau
diambil dari
dana hibah.

Perencanaan, penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

100%

65.79 %

Selanjutnya
komisi IV
DPRD
kabupaten
Muara Enim
Merekomendasi
kan kepada PJ.
Bupati untuk
melakukan

kordinasi ke

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

9

10

Kementerian
Kesehatan
terkait BLUD di
3 RSUD Kelas D
yang dimilki
oleh
pemerintah
daerah yang
menjadi
kewenangan
dinas kesehatan
terkait dengan
tersediannya
dokter spesialis
di RSUD Klelas
D Komisi IV
merekomendasi
ka kepada PJ.
Bupati agar
dapat
meningkatkan
penganggaran
Honor dan

Fasilitas

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim
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Urusan Pemerintah . ) ) Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
Kebijak U P m/Kegiat P lah
No Pemerintah Daerah ehyjakan rajan trogra cglatan % % ermasaiafian Mengatasi | Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pendukung
lainnya
100% 65.83 % | Tidak
terlak:
Penyusunan Dokumen berl 2 ,SaBZD Akan
elanja
Perencanaan Perangkat ) disusun DED
B . ruang CSSD .
Daerah (Kajian Konsultasi RSUD menjelang
Perencanaan (DED) proses
Semende
Pembangunan Puskesmas Darat Laut pembanguna
arat Lau
Pulau Panggung, K nruang
arena
Pembangunan Ruang Operasi CSSD di
pembangunan
RSUD Gelumbang, RSUD
. nya blm akan
Pembangunan Ruang Operasi . Semende
dilaksanakan
RSUD Semende Darat Laut) Darat Laut
dalam waktu
dekat
Koordinasi dan penyusunan 100% 87.01 %
Dokumen RKA-SKPD
100% 50.23 % | Anggaran
t
o cetak RKA Telah
Koordinasi dan penyusunan perubahan ‘ i
erpenihi
Dokumen Perubahan RKA- disiapkan, p .
i
SKPD namun karena | o0
. kebutuhan
tidak ada
permintaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Il -24
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

8

9

10

cetak RKA
Perubahan
dalam jumlah
banyak maka
anggaran tidak
terealisasi

Koordinasi dan penyusunan
DPA-SKPD

100%

73.06 %

Anggaran
yang tidak
terealisasi
adalah belanja
ATK, karena
masih
tersedianya
ATK di sub
bagian
Perencanaan.

Telah
terpenihi
sesuai
kebutuhan

Koordinasi dan penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

100%

9.62 %

Anggaran
cetak DPA
Perubahan
disiapkan,
namun karena
tidak ada
permintaan
cetak DPA

Telah
terpenihi
sesuai
kebutuhan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim
Tahun Anggaran 2024
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Urusan Pemerintah . ) ) Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
Kebijak U P m/Kegiat P lah
No Pemerintah Daerah ehyjakan rajan trogra cglatan % % ermasaiafian Mengatasi | Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perubahan
dalam jumlah
banyak maka
anggaran tidak
terealisasi
Koordinasi dan Penyusunan 100% 79.59 % . Telah
. S Efisiensi o
Laporan Capaian Kinerja dan ; terpenihi
. R belanja Alat )
Ikhtisar Realisasi Kinerja Tulis Kant sesuai
ulis Kantor
SKPD kebutuhan
Evaluasi Kinerja Perangkat 100% 99.7 %
Daerah
Administrasi Keuangan 100% 87.9 %
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan 100% 87.9 %
Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan 100% 88.19 %
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
Administrasi Kepegawaian 100% 68.84 %
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan 100% 68.3 % Tidak o
. Mengikuti
Pegawai Berdasarkan Tugas terlaksana )
) bimtek/pelat
dan Fungsi semua rencana
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Il -26
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /:;‘; % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bimtek / ihan secara
pelatuhan daring
untuk pegawai
Dinas
Kesehatan
Bimbingan Teknis 100% 94.88 %
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Administrasi Umum 100% 88.93 %
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen 100% 45.55 % | Tidak semua
Instalasi Listrik/ Penerangan komponen Telah
Bangunan Kantor listrik di Dinas | terpenihi
Kesehatan sesuai
dilakukan kebutuhan
perbaikan
Penyediaan Peralatan dan 100% 86.88 %
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah 100% 66.5 % Beberapa
Tangga peralatan dan | Telah
perlengkapan | terpenihi
kantor di sesuai
Dinas kebutuhan
Kesehatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim n-27
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rusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pelril::ierlltah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

masih dalam
kondisi baik

Penyediaan Bahan Logistik 100% 63.93 % | Terakomodir | Telah

Kantor dalam terpenihi
perjalanan luar | sesuai
daerah kebutuhan

Penyediaan Barang Cetakan 100% 91.66 %

dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan 100% 94.39 %

Peraturan Perundang-

Undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 100% 97.64 %

Penyelenggaraan Rapat 100% 99.99 %

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Pengadaan Barang Milik 100% 93.8 %

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas 100% 99.51 %

Operasional Atau Lapangan

Pengadaan Sarana dan 100% 90.39 %

Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Il -28
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jasa Penunjang 100% 95 %
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat 100% 37.36 % | Pengiriman Penyampaian
Menyurat surat keluar surat
Kota Muara menyurat
Enim melalui
dilakukan media
secara digital | elektronik
Penyediaan Jasa Komunikasi, 100% 95.34 %
Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik 100% 89.53 %
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa 100% 60.11 % | Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Dinas Kendaraan
Perizinan Kendaraan Dinas Kesehatan yang .
) mengalami
Operasional atau Lapangan dalam
keadaan baik kerusakan
dan sudah
berkurangnya dilakukan
. . perbaikan
biaya pajak
untuk
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim I -29
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kendaraan
ambulance
Pemeliharaan/Rehabilitasi 100% 97.92 %
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi 100% 7528 % | Kondisi AC
Sarana dan Prasarana Gedung dan Komputer
Kantor atau Bangunan Dinas
Lainnya Kesehatan )
dalam
keadaan baik.
PROGRAM PEMENUHAN 100% 93.09 %
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas 100% 93.72 %
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten Kota
Pembangunan Fasilitas 100% 19.89 % | Pembangunan | .
Kesehatan Lainnya ruang rawat dianggarkan
) . pada tahun
inap Rumkit 095
Ban 02,09,01
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Il -30
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /:;‘; % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Hibah uang)
tidak
terlaksana
karena tidak
cukup waktu
untuk
menyelesaikan
administrasi
dokumen
hibah oleh
pengusul
Pengembangan Puskesmas 100% 99.38 %
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 100% 99.17 %
Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 100% 95.23 %
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 100% 98.93 %
Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan
Pengadaan Alat 100% 9211 %
Kesehatan/ Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim - 31
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /:;g % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan dan Pemeliharaan 100% 98.07 %
Alat Kalibrasi
Pemeliharaan Rutin dan 100% 66.46 % | Beberapa
Berkala Alkes/Alat Penunjang inkubator
Medik Faskes tidak dapat
dilakukan Akan
kalibrasi dilakukan
karenaproses | kaliberasi
kaliberasi kembaki
memerlukan ditahun 2025
waktu panjang
(kurang lebih 1
hari kerja)
Pengembangan Rumah Sakit 100% 97.37 %
Pengadaan Obat, Bahan Habis 100% 96.65 %
Pakai, Bahan Medis Habis
Pakai, Vaksin, Makanan Dan
Minuman di Fasilitas
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan 100% 85.91 %
Kesehatan Dasar Melalui
Pendekatan Keluarga
Distribusi Alat Kesehatan, 100% 98.1 %
Obat, Vaksin, Bahan Medis
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim I -32
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Urusan Pemerintah . ) ) Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
Kebijak U P m/K t P lah
No Pemerintah Daerah ehyjakan rajan trogra cglatan % % ermasaiafian Mengatasi | Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Habis Pakai (BMHP),
Makanan dan Minuman ke
Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan 100% 92.94 %
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan 100% 87.18 %
Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan 100% 85.56 %
Kesehatan Ibu Bersalin
P lol Pel 100% 20.91 % A
A | s
esehatan Bayi Baru Lahir anya di
y dana selisih ta };n
menu BOK 5815
berdasarkan
Kabupaten
BA RK DAK
sebesar Rp. Non Fisik
on Fisi
856.961.688
tahun 2024
2. Pelak
¢ a' sanaan Pembelian
pemeriksaan .
. | BMHP lebih
SHK pada bayi
. awal untuk
baru bisa tahum 2025
ahun
dilaksanakan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim -33
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah

Daerah Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

8

9

10

(Belanja jasa
paket
pengiriman
sampel,
transport lokal
petugas ke
titik kumpul
dan biaya
pemeriksaan
sampel di
laboratorium
rujukan) pada
bulan oktober
2024 karena
BMHP SHK
baru tersedia
pada bulan
tersebut

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Balita

100%

81.23 %

1. Terdapat
selisih antara
harga satuan
pada DPA
dengan harga
satuan belanja

Kegiatan
telah
dilaksanakan
sesuai
ketentuan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim
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Urusan Pemerintah . ) ) Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
Kebijak U P m/Kegiat P lah
No Pemerintah Daerah ehyjakan rajan trogra cglatan % % ermasaiafian Mengatasi | Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kegiatan yaitu
penginapan
peserta ( hotel
) Fullboard.
2. Pada
alokasi
perjalanan
di
H;as K . . | Telah
pelacakan 8121 | 4ilakukan
buruk
. pelacakan
dianggarkan ada semua
16 kasus b o
kasusu gizi
namun kasus
buruk yang
yang ada .
ditemukan
hanya 9 kasus
yang
dilakukan
pelacakan.
Pengelolaan Pelayanan 100% 78.63 % | Pembinaan ke .
. Pembinaan
Kesehatan pada Usia 12 puskesmas telah
ela
Pendidikan D bel
endidikan Dasar yang belum dilakukan ke
melakukan
penjaringan puskesmas
lok
dilakukan OKuS
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Il -35
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bersama
dengan
program lain,
sehingga
dapat
dilakukan
efiseiensi BBM
Pengelolaan Pelayanan 100% 70.49 % | Selisih harga Jumlah
Kesehatan pada usia produktif pada kebutuhan
pengadaan BMHP telah
BMHP terpenuhi
Pengelolaan Pelayanan 100% 83.05 %
Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan 100% 96.35 %
Kesehatan penderita
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan 100% 84.75 %
Kesehatan penderita Diabetes
Melitus
Pengelolaan Pelayanan 100% 84.89 %
Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Il -36
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /:;g % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengelolaan Pelayanan 100% 94.11 %
Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan 100% 94.41 %
Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan 100% 70.35 % | Terdapat
Kesehatan Gizi Masyarakat Selisih harga
dari pembelian
susu balita,
Terdapat
selisih antara Jumlah
harga satuan | kebutuhan
pada DPA susu telah
dengan harga | terpenuhi
satuan belanja
kegiatan yaitu
penginapan
peserta ( hotel
) Fullboard.
Pengelolaan kesehatan kerja 100% 89.69 %
dan olahraga
Pengelolaan Pelayanan 100% 98.52 %
Kesehatan Lingkungan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim -37
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /:;‘; % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengelolaan Pelayanan 100% 85.4 %
Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan 100% 4489 % | Lomba toga pada tahun
Kesehatan Tradisional, tidak 2024, Dinas
Akupuntur, Asuhan Mandiri, terlaksana Kesehatan
dan Tradisional Lainnya karena tidak Provinsi
ada regulasi Sumatera
untuk Selatan tidak
pemberian jasa | melakukan
tim juri, penilaian
Pengelolaan Surveilans 100% 65.53 % | Karena ada
Kesehatan gangguan
pada aplikasi | Melakukan
SIPD sehingga | konsultasi ke
ketersedian BPKAD
anggaran tidak | untuk
mencukupi perbaikan
untuk aplikasi
melaksakan
kegiatan
Pengelolaan Pelayanan 100% 83.38 %
Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

5

7

9

10

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan NAPZA

100%

94.54 %

Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular

100%

54.49 %

1. Pengadaan
Logistik Bahan
Medis Habis
Pakai ( BMHP)
pemeriksaan
Sampel SHK
Baru tersedia
pada bulan
Oktober
sehingga
pelaksanaan
pengambilan
dan
pengiriman
sampel hanya
efektif
dilakukan
pada bulan
Minggu kedua
Oktober s/d
Desember
2024.

Melakukan
pembelian
BMHP lebih
awal untuk
tahun 2025
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

8

9

10

2. Terdapat
selisih harga
satuan jasa
pemeriksaan
sampel pada
pada DPA
dengan besar
tarif jasa
pemeriksaan
sampel di
RSMH
Palembang
yang ada saat
ini

Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

100%

97.95 %

Pengambilan dan Pengiriman
Spesimen Penyakit Potensial
KLB ke Laboratorium
Rujukan/Nasional

100%

6.58 %

1. Bahan
Medis Habis
Pakai (BMHP
) SHK berupa
kertas saring
dan Lancet
baru tersedia
pada bulan

BHJP SHK
dapat
disediakan
sesuai
kebutuhan
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

8

9

10

Oktober
sehingga
proses
pemeriksaan
dan
pengiriman
sampel SHK
dapat
dilaksanakan
dari bulan
Oktober s/d
Desember 2024

2. Kasus KLB
yang terjadi
dibawah
anggaran yang
tentukan

semua kasuh
KLB telah
ditangani

Penyelenggaraaan
Kabupaten/Kota Sehat

100%

86.43 %

Operasional Pelayanan
Rumah Sakit

100%

85.11 %

Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan Lainnya

100%

76.69 %
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

5

7

8

9

10

Pelaksanaan Akreditasi
Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota

100%

35.46 %

adanya
kegiatan
pelaksanaan
akreditasi
yang
mengalami
kendala teknis
tidak dapat
dilaksanakan
yaitu

* Akreditasi
puskesmas 2
Puskesmas
Baru
(Puskesmas
Empat Petulai
Dangku dan
Puskesmas
Panang Enim)
* Kaji Banding
Peningkatan
Mutu (TPCB)
ke Jogjakarta
(10 orang)

Akan
dilakukan
akreditasi
pada tahun
2025 setelah
semua
persiapan
dilakukan
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

8

9

10

selama 5 hari
(Rp
119.400.000,-)
* Kegiatan 1
(satu)
workshop
tidak
terlaksana
dikarenakan
memiliki
materi yang
sama dengan
workshop
yang dibiayai
oleh DAK Non
Fisik 2024.

* Efesiensi
penggunaan
anggaran
perjalanan
dinas dalam
rangka
pembinaan
dan
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /:;g % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pemdampinga
n penyusunan
PPS pasca
survei
akreditasi
melalui media
komunikasi
online
(Whatsapp, Fb,
etc)

Investigasi Awal Kejadian Tak 100% 30 % Tidak

Diharapkan (Kejadian Ikutan terlaksana akan

Pasca Imunisasi dan karena vaksin dilaksanakan

Pemberian Obat Massal) untuk kegiatan .
tersebut belum vaksinasi
diterima dari pada bu.lan
Kemeneterian Februari 2025
Kesehatan

Penyediaan dan Pengelolaan 100% 88.37 %

Sistem Penanganan Gawat

Darurat Terpadu

SPGDT
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Urusan Pemerintah . ) ) Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
Kebijak U P m/Kegiat P lah
No Pemerintah Daerah ehyjakan rajan trogra cglatan % % ermasaiafian Mengatasi | Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengelolaan pelayanan 100% 78.76 % | Terdapat selisi Jumlah
umla
kesehatan orang dengan harga pada
. . BMHP pot
Tuberkulosis pembelian
sputum dan
BMHP Pot
reagen telah
sputum dan .
terpenuhi
reagen
Pengelolaan pelayanan 100% 96.06 %
kesehatan orang dengan HIV
(ODHIV)
Pengelolaan pelayanan 100% 77.53 % | Tidak dapat
kesehatan Malaria dilaksanakan
karena Melakukan
terkendala konsultasi ke
ketersedian BPKAD
anggaran pada | untuk
aplikasi SIPD | perbaikan
yang aplikasi
mengalami
gangguan
Pengelolaan Kawasan Tanpa 100% 85.66 %
Rokok
Pengelolaan Upaya Kesehatan 100% 85.02 %
Ibu dan Anak
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Urusan Pemerintah . ) ) Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
Kebijak U P m/Kegiat P lah
No Pemerintah Daerah ehyjakan rajan trogra cglatan % % ermasaiafian Mengatasi | Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyelenggaraan Sistem 100% 64.31 %
Informasi Kesehatan Secara
Terintegrasi
Penyelenggaraan Sistem 100% 64.31 % | Anggaran
Informasi Kesehatan Secara yang tidak
Terint . terealisasi
erintegrasi erealisasi | Profil dinas
adalah belanja Kesehatan
ATK, karena
) teelah
masih
tersedianya tersusun
d baik
ATK di sub engan bai
bagian
Perencanaan.
Penerbitan Izin Rumah Sakit 100% 49.75 %
Kelas C dan D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan 100% 72.59 % | Realisasi Tidak
ida
Pengawasan serta Tindak keuangan
) . ) memasukkan
Lanjut Pengawasan Perizinan yang tidak belani van
Rumah Sakit Kelas C,D dan terealisasi . 1y g_
. tidak sesuai
Fasilitas Pelayanan Kesehatan karena
. dengan sub
Lainnya. terdapat )
. kegiatan
pembelian
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

8

9

10

perangkat
yang sesuai
pada sub
kegiatan
tersebut.

Peningkatan Mutu Pelayanan
Fasilitas Kesehatan

100%

35.66 %

1. Efisiensi
kegiatan
monev ke
puskesmas
diganti dengan
koordinasi
melalui group
WA dan
zoommeting

2. Efisiensi
biaya
pertemuan
dengan
mengabungka
n pertemuan
berdasarkan
jenis fasyankes
dengan
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan °/§ % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomende]lsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sasaran yang
sama.
PROGRAM 100% 75.87 %
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan 100% 78.79 %
Pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan untuk
UKP dan UKM Manusia di
Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan 100% 79.39 % Melakukan
Sumber Daya Manusia upaya
Kesehatan sesuai Standar pendataan
1. Ada tenaga
dokter
Dokter -
Spesialis spesialis
mengundurka yang dapat
n diri melakukan
kontrak di
RSUD kelas
D
2.
Pengurangan
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah

Daerah Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

8

9

10

gaji tenaga
kontrak yang
lulus PPPK
belum optimal

Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

100%

56.96 %

1. Terdapat
selisih antara
harga satuan
pada DPA
dengan harga
satuan belanja
kegiatan yaitu
penginapan
peserta ( hotel
) Fullboard.

2. Jumlah
peserta tidak
hadir
maksimal

3.
Pendampinga
n dan
pembinaan
ILP hanya
dilaksanakan
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
di kabupaten
tidak
melakukan
pendampinga
n ke
puskesmas.
Pengembangan Mutu dan 100% 57.28 %
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan 100% 57.28 % | Terdapat
Peningkatan Kompetensi selisih antara
Teknis Sumber Daya Manusia harga satuan
Kesehatan Tingkat Daerah pada DPA kegiatan
Kabupaten/Kota dengan harga | telah dapat
satuan belanja | dilaksanakan
kegiatan yaitu | dengan baik
penginapan
peserta ( hotel
) Fullboard.
PROGRAM SEDIAN 100% 67.34 %
FARMASI ALAT
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko 100% 79.93 %
Obat, Toko Alat Kesehatan
dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan 100% 79.93 % | Karena Apotik
Pengawasan serta Tindak yang lakukan Telah
Lanjut Pengawasan Perizinan pengawasan dilakukan
Apotek, Toko Obat, Toko Alat berada dalam .
. pembinaan
Kesehatan dan Optikal, Usaha kota Muara
. . . . pada semua
Mikro Obat Tradisional Enim sehingga Abotik van
(UMOT) perjalanan POL™ yang
) ) terdaftar
dinas tidak
direalisasikan
Penerbitan Sertifikat 100% 70.5 %
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minumantertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
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Urusan Pemerintah . ) ) Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
N Kebijak U P m/Kegiat P lah
® | Pemerintah Daerah ehyjakan rajan trogra cglatan % % ermasaiafian Mengatasi | Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengendalian dan 100% 70.5 %
Pengawasan Serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat
menyusun
Produksi Pangan Industri Karena erei’lcanaan
Rumah Tangga dan Nomor P- kurangnya f hur 2025
ahun
IRT Sebagai Izin Produksi, tenaga d lebih
engan lebi
untuk Produk Makanan pelaksana bai kg
ai
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan dan Tindak 100% 58.63 %
Lanjut Hasil Pemeriksaan
Post Market pada Produksi
dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan Post Market 100% 58.63 % ) melakukan
Dana tersedia )
pada Produk Makanan- o pemeriksaan
. . di Triwulan 4 .
Minuman Industri Rumah Khi dari awal
akhir,
Tangga yang Beredar dan ) tahun
) kapasitas .
Pengawasan serta Tindak ) sehingga
: laboratorium .
Lanjut Pengawasan dapat lebih
terbatas .
efentif
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah

Daerah Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

7

9

10

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

100%

69.95 %

Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

100%

80.58 %

Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat

100%

80.58 %

Pelaksanaan Sehat dalam
Rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

100%

83.89 %

Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat

100%

83.89 %

Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber daya

100%

53.53 %
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan °/§ % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomende]lsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan 100% 53.53 % | Terdapat
Supervisi Pengembangan Dan selisih antara
Pelaksanaan Upaya Kesehatan harga satuan
Bersumber Daya Masyarakat pada DPA kegiatan
(UKBM) dengan harga | telah dapat
satuan belanja | dilaksanakan
kegiatan yaitu | dengan baik
penginapan
peserta ( hotel
) Fullboard.
Meningkatan PROGRAM 100% 69.95 %
Akses dan PEMBERDAYAAN
Kualitas MASYARAKAT BIDANG
Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, 100% 80.58 %
Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi 100% 80.58 %
Kesehatan, Advokasi,
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Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan 0 /:;g % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomend ; si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam 100% 83.89 %
Rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
Penyelenggaraan Promosi 100% 83.89 %
Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan dan 100% 53.53 %
Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan 100% 53.53 % | Terdapat
Supervisi Pengembangan Dan selisih antara
Pelaksanaan Upaya Kesehatan harga satuan
Bersumber Daya Masyarakat pada DPA kegiatan
(UKBM) dengan harga | telah dapat
satuan belanja | terlaksana
kegiatan yaitu | dengan baik
penginapan
peserta ( hotel
) Fullboard.
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Urusan Pemerintah . Uraian Target | Realisasi . | Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Program/Kegiatan %g % Permasalahan | Upaya Mengatasi Rekomenda]lsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 | Urusan Wajib RSUDMH Program Penunjang Terhadap
Kesehatan RABAIN Urusan rekomendasi
Pemerintahan 100% 85% - - DPRD kepada
Daerah Kabupaten/ RSUD Dr. H.
Kota Mohamad
Kegiatan Rabain, maka
Administrasi 100% 989% perencanaan
Keuangan Perangkat penganggaran
Daerah Program
Administrasi pemenuhan
Kepegawaian 100% 93% upaya
Perangkat Daerah kesehatan
Pengadaan Barang perorangan dan
Milik ]?aerah 100% 98% upaya
Penunjang Urusan kesehatan
Pemerintah Daerah masyarakat
Penyediaan Jasa sebagian untuk mengatasi | dengan
Penunjang Urusan tagihan pembayaran melakukan
Pemerintah Daerah 100% 74% dibayarkan tagihan listrik rencana
melalui RSUD yang pembangunan

sumber dana

sudah harus

gedung rawat
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Urusan Pemerintah Kebijakan Uraian Target | Realisasi Permasalahan | Upaya Mengatasi Tindak Lanjut
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Rekomendasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10
BLUD dibayarkan, inap dan rawat
sehingga RSUD melakukan | jalan sebagai
realisasi tidak | realisasi tindak lanjut
mencapai pembayaran untuk
targer 100% tagihan pada mengatasi
pembayaran awal tahun permasalahan
dikarenakan menggunakan dan kendala
keterlambatan | sumber dana pelayanan
waktu BLUD yang telah | bidang
menunggu disediakan kesehatan yang
pengesahan sembari terjadi yang
anggaran menunggu waktu | diharapkan
APBD. pengesahan akan dapat
APBD agar mengatasi
aktifitas masalah
pelayanan dan kekurangan
penunjang ruang
pelayanan perawatan bagi
kesehatan tetap pasien dan
bisa berjalan sarana
seperti biasa prasarana yang
Peningkatan efisiensi target capaian lebih memadai
Pelayanan BLUD 100% 84% anggaran dan | pendapatan yang
penyesuaian RSUD Dr. H. ditargetkan
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Urusan Pemerintah Kebijakan Uraian Target | Realisasi Permasalahan | Upaya Mengatasi Tindak Lanjut
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Rekomendasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10
antara Mohamad Rabain | akan selesai
pendapatan tidak tercapai pada akhir
BLUD dengan | 100% sehingga tahun 2026 serta
anggaran anggaran belanja | pemanfaatannya
belanja harus dilakukan | pada tahun
efisiensi guna 2027.
menyeimbangkan
antara kas
pendapatan yang
ada dengan
anggaran kas
belanja
Program
Pemenuhan Upaya
Kesehatan
100% 84% - -
Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Paket
Pelayanan pengembangan
Kesehatan untuk 100°% 849, Rumah ?akit i
UKM dan UKP sub kegiatan
Kewenangan Daerah belanja Amdal
Kabupaten/Kota tidak tercapai
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian
Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

5

10

100%
dikarenakan
pengerjaan
hanya
dokumen
adendum
amdal bukan
dokumen
amdal baru
sehingga
terjadi
perbedaan tarif
dengan pagu.
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Tindak

No Urus.an Pemerintah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target | Realisasi Permasalahan Upaya ) Lanjut
Pemerintah Daerah % % Mengatasi .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Pekerjaan Dinas Meningkatkan 100% 100.6%
Umum Pekerjaan Infrastruktur dan
dan Umum dan | Suprastruktur Dasar PROGRAM
Penataan Penataan yang Berkualitas PENGELOLAAN DAN
Ruang Ruang secara Merata dan PENGEMBANGAN
Mendukung SISTEM PENYEDIAAN
Terwujudnya Jalan AIR MINUM
Tol Muara
EnimInderalayaPalembang
Pengelolaan dan 100% 100.6%
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem 100% 108.1%
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Bukan Jaringan
Perpipaan
Peningkatan Kapasitas 100% 98.5%
Kelembagaan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM)
Penyusunan Rencana, 100% 95.5%
Kebijakan, Strategi dan
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)

Peningkatan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan
Perpipaan

100%

99.6%

Optimalisasi Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Bukan Jaringan
Perpipaan

100%

97.7%

PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL

100%

85.0%

Pengembangan Sistem
dan Pengelolaan
Persampahan di Daerah
Kabupaten/Kota

100%

85.0%

Pembangunan
TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS

100%

84.9%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Pengelolaan
Persampahan

100%

98.2%

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH

100%

91.1%

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Air Limbah Domestik
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

100%

91.1%

Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)
Terpusat Skala
Permukiman

100%

94.7%

Penyediaan Sarana
Pengangkutan Lumpur
Tinja

100%

79.2%

Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Pengelolaan Air

100%

12.0%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Limbah Domestik
(SPALD)

Pembinaan dan
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pengembangan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)

100%

38.4%

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

100%

97.9%

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang
Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota

100%

97.9%

Pembangunan Sistem
Drainase Lingkungan

100%

139.7%

Rehabilitasi Sistem

Drainase Perkotaan

100%

98.3%

Pembangunan Sistem
Drainase Perkotaan

100%

98.1%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Drainase
Perkotaan

100%

0.0%

Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase Perkotaan

100%

99.6%

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN

100%

95.9%

Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota

100%

95.9%

Pengelolaan Leger Jalan

100%

8.5%

Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Pengembangan
Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan
dan Jembatan

100%

98.8%

Pengawasan
Penyelenggaraan Jalan
Kewenangan
Kabupaten/Kota dan
Desa

100%

8.6%
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Tindak

No Urus.an Pemerintah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target | Realisasi Permasalahan Upaya ) Lanjut
Pemerintah Daerah % % Mengatasi .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penggantian Jembatan 100% 80.9%
Pembangunan Jalan 100% 82.5%
Rekonstruksi Jalan 100% 96.9%
Pemantauan dan Evaluasi | 100% 55.5%
Penyelenggaraan Jalan
Kewenangan
Kabupaten/Kota dan
Desa
Pelebaran Jalan Menuju 100% 98.8%
Standar
Pemeliharaan Rutin 100% 89.1%
Jembatan
Rehabilitasi Jembatan 100% 103.2%
Pembangunan Jembatan 100% 93.8%
Survey Kondisi 100% 16.9%
Jalan/Jembatan
Rehabilitasi Jalan 100% 98.2%
Pemeliharaan Rutin Jalan 100% 85.7%
PROGRAM 100% 11.7%
PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
Penyelenggaraan 100% 3.2%
Pelatihan Tenaga
Terampil Konstruksi
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. L. Tindak
Urus.an Pemerintah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target | Realisasi Permasalahan Upaya ) Lanjut
Pemerintah Daerah % % Mengatasi .
Rekomendasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pembinaan dan 100% 3.2%
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Jasa
Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem 100% 31.6%
Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan 100% 31.6%
Informasi Jasa Konstruksi
Cakupan Kabupaten/Kota

Memanfaatkan 100% 87.3%

Potensi Sumber Daya

Alam untuk

Memenuhi

Kebutuhan PROGRAM

Masyarakat dan PENGELOLAAN

) SUMBER DAYA AIR

Industri derTgan (SDA)

Memperhatikan

Pengelolaan Tata

Ruang dan

Lingkungan.
Pengelolaan SDA dan 100% 83.3%
Bangunan Pengaman
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Normalisasi/Restorasi
Sungai

100%

91.1%

Pembangunan Bangunan
Perkuatan Tebing

100%

82.4%

Rehabilitasi Embung dan
Penampungan Air
Lainnya

100%

0.0%

Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Bendungan,
Embung, dan Bangunan
Penampung Air Lainnya

100%

91.7%

Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di
Bawah 1000 Ha dalam 1

100%

97.7%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pembangunan Jaringan
Irigasi Permukaan

100%

94.6%

Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Permukaan

100%

99.4%

Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Permukaan

100%

99.8%

Operasional Kelembagaan
Pengelola Irigasi

100%

71.1%

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

100%

63.2%

Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan
Gedung

100%

63.2%

Pemeliharaan, Perawatan,
dan Pemeriksaan Berkala

100%

51.1%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Kebijakan
terkait Penyelenggaraan
Bangunan Gedung

100%

30.7%

Pembangunan,
Pemanfaatan, Pelestariaan
dan Pembongkaran
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

100%

76.8%

Penyelenggaraan
Penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG),
Sertifikat Laik Fungsi
(SLF), Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan
Gedung (SBKBG),
Rencana Teknis
Pembongkaran Bangunan
Gedung (RTB), Tim
Profesi Ahli (TPA), Tim
Penilai Teknis (TPT),

100%

22.9%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Penilik, dan Pendataan
Bangunan Gedung
melalui SIMBG

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

100%

66.3%

Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota

100%

69.4%

Pelaksanaan Persetujuan
Substansi RTRW
Kabupaten/Kota

100%

72.5%

Pelaksanaan Persetujuan
Substansi RDTR
Kabupaten/Kota

100%

70.3%

Penyebarluasan Informasi
Penataan Ruang

100%

61.1%

Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan dan
pedoman Bidang
Penataan ruang

100%

89.6%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Tata Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

100%

66.3%

Peningkatan kompetensi
SDM bidang penataan
ruang

100%

66.3%

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang
Daerah Kabupaten/Kota

100%

59.4%

Pelaksanaan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

100%

64.3%

Sistem informasi dan
komunikasi penataan
ruang

100%

59.1%

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Daerah Kabupaten/Kota

100%

63.1%

Penilaian Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan

100%

65.4%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Pemanfaatan Ruang
dan/atau pernyataan
mandiri pelaku UMK

Operasionalisasi Tugas
dan Fungsi Forum
Penataan Ruang

100%

61.4%

Pengawasan TURBINLAK
dan Pengawasan Fungsi
dan Manfaat

100%

86.5%

Kelola

Mewujudkan Tata

Pemerintahan yang
Profesional,
Kredibel, dan
Berorientasi pada
Peningkatan
Pelayanan Publik

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

100%

79.1%

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

100%

85.5%

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

100%

95.4%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

100%

75.2%

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

100%

71.7%

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

100%

93.5%

Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD

100%

84.5%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

100%

88.2%

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

100%

80.1%

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

100%

80.0%

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

100%

92.7%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

100%

66.5%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

100%

96.6%

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

100%

99.3%

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

100%

99.3%

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

100%

41.8%

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

100%

41.8%

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100%

89.0%

Penyediaan Komponen
Instalasi

100%

97.8%
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Tindak

No Urus.an Pemerintah Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target | Realisasi Permasalahan Upaya ) Lanjut
Pemerintah Daerah % % Mengatasi .
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan | 100% 99.9%
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan 100% 98.1%
Logistik Kantor
Penyediaan Barang 100% 99.6%
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan | 100% 91.9%
dan Peraturan Perundang-
undangan
Penyelenggaraan Rapat 100% 87.2%
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Penatausahaan Arsip 100% 82.6%
Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik | 100% 54.6%
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Mebel 100% 98.5%
Pengadaan Peralatan dan | 100% 38.2%
Mesin Lainnya
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

100%

99.2%

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

100%

94.5%

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

100%

90.1%

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

100%

97.5%

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

100%

96.8%

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

100%

77.6%

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

100%

77.1%
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah

Daerah Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi

5

9

10

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

100%

79.0%

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

100%

99.8%

Jumlah
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No Urusan Pemerintah Kebijakan Uraian Target | Realisasi Permasalahan Upaya Tindak Lanjut
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Mengatasi Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 | Perumahan Dinas Mewujudkan | Program 100% 92,76% Komisi IV :
dan Perumahan tata kelola Penunjang Urusan Terkait masih
Pertanaham | dan Kawasan | pemerintahan | Pemerintah besarnya
Pemukiman yang Daerah silva Komisi IV
profesional, | Kabupaten/ Kota merekomendasikan
krediibel, dan agar
berorientasi dalam perencanaan
pada penganggaran
peningkatan hendaknya
pelayanan lebih
publik memperhatikan
Perencanaan, 100% 100% Tidak Ada Tidak Ada kembali secara
Penganggaran, efektif dan
dan Evaluasi efisien.
Kinerja Perangkat
Daerah Tindak Lanjut :
Administrasi 100% 100% Tidak Ada Tidak Ada | Akan dilakukan
Keuangan Refocusing
Perangkat Daerah anggaran terhadap
Administrasi 100% 100% Tidak Ada Tidak Ada | kegiatan
Barang Milik yang tidak
Daerah Pada mempunyai
Perangkat Daerah output (hasil
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No Urusan Pemerintah Kebijakan Uraian Target | Realisasi Permasalahan Upaya Tindak Lanjut
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Mengatasi Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi 100% 70,59% Tidak Ada Tidak Ada | keluaran) yang
Kepegawaian jelas.
Perangkat Daerah
Administrasi 100% 100% Tidak Ada Tidak Ada | Komisi IV :
Umum Perangkat Agar kedepannya
Daerah dapat
Pngadaan Barang 100% 95% Tidak Ada Tidak Ada | berkoordinasi
Milik Daerah dengan
Penunjang Urusan Pemerintah Pusat
Pemerintah terkait
Daerah anggaran bedah
Penyediaan Jasa 100% 100% Tidak Ada Tidak Ada | rumah dari
Penunjang Urusan dana hibah pusat
Pemerintah karena
Daerah program ini sangat
Pemeliharaan 100% 76,47 % Tidak Ada Tidak Ada membantu dan
Barang Milik diharapkan
Daerah Penunjang oleh masyarakat
Urusan kurang
Pemerintahan mampu di
Daerah Kabupaten
Meningkatkan | Program 100% 75% Muara Enim.
Infrastruktur | Pengembangan
dan Perumahan
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No

Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian

Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

2

3

4

5

7

9

10

Suprastruktur
Dasar yang
Berkualitas

secara
Merata dan

Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

100%

100%

Sosialisasi dan
Persiapan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

100%

100%

Pembangunan dan
Rehabilitasu
Rumah Korban
Bencana atau

100%

0%

Tidak terlaksananya
Pembangunan Rumah
bagi Masyarakat yang
Terdampak Relokasi

Tindak Lanjut :
Tahun
2024 sudah

menyampaikan
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Urusan Pemerintah . Uraian Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
. Kebijakan . Permasalahan . .
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Mengatasi Rekomendasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Relokasi Program Program usulan RTLH ke
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota karena Provinsi
belum ada Dasar melalui Bantuan
Hukum untuk Keuangan
pelaksanaannya Bersifat Khusus
(BKBK),
namun belum
disetujui
Pemerintah
Provinsi.
Penerbitan Izin 100% 100%
Pembangunan dan
Pengembangan
Perumahan
Program Kawasan 100% 100%
Permukiman
Penerbitan Izin 2Ha 2Ha
Pembangunan dan 1 1
Pengembangan Laporan | Laporan
Kawasan
Permukiman
Perataan dan 100% 100%
Peningkatan
Kualitas Kawasan
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Urusan Pemerintah Kebijakan Uraian Target | Realisasi Permasalahan Upaya Tindak Lanjut
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Mengatasi Rekomendasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Permukiman
Kumuh dengan
Luas di Bawah 10
Ha
Peningkatan 100% 100,25%
Kualitas Kawasan
Permukiman
Kumuh dengan
Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
Program 3 Jenis 3 Jenis
Peningkatan
Prasarana, Sarana
dan Lintas Umum
(PSU)
Urusan 100% 100% | Masih banyak Telah
Penyelenggaraan developer/pengembang | dilakukan
PSU Perumahan yang belum publikasi
menyerahkan PSU terkait
Perumahan yg sudah serah terima
dibangun ke Pemkab asset
Muara Enim sehingga dari
Penyerahan PSU Developer ke
Perumahan Kab. Pemerintah
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No

Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian
Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

2

3

5

7

8

9

10

Muara Enim belum
terlaksana dgn
maksimal.

Daerah.

Program
Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan

12
Kasus

91,67%

Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan Dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

100%

91,67 %

Program
Penyelesaian Ganti
Kerugian

Dan Santunan
Tanah Untuk
Pembangunan

100%

85%

Penyelesaian
Masalah Ganti
Kerugian dan
Santunan Tanah
Untuk
Pembangunan oleh

100%

85%

Pengadaan tanah
untuk Pembangunan
Jalan Desa Kasai Kec.
Sungai Rotan tidak
mencapai kesepakatan
dengan pemilik lahan

Membuat
trase

baru dengan
harapan tanah
yang terkena
untuk
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Urusan Pemerintah Kebijakan Uraian Target | Realisasi Permasalahan Upaya Tindak Lanjut
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Mengatasi Rekomendasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemerintah sehingga tidak dapat pembangunan
Daerah diproses. jalan
Kabupaten/Kota Sungai Rotan
Muara
Lematang
mengambil
areal
pinggir tanah
milik
masyarakat.
Program 100% 100%
Pengelolaan Tanah
Kosong
Inventarisasi dan 100% 100%
Pemanfaatan
Tanah Kosong
Program 100% 90%
Penatagunaan
Tanah
Penggunaan Tanah | 100% 90%
yang
Hamparannya
dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota
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Tindak

Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan o /;5 % Permasalahan Merll)g:’tasi Rekomzz ndasi
DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 | Urusan Satuan Meningkatkan | Program Peningkatan Untuk
Pemerintahan Polisi Kualitas Ketentraman dan kegiatan
Bidang Pamong Sumber Ketertiban Umum Penegakan
Ketentraman Praja Daya Manusia Peraturan
dan yang Daerah
Ketertiban Beriman, Lingkup
Umum serta Bertaqwa, Kabupaten
Perlindungan Cerdas dan Muara Enim
Masyarakat Berkualitas yang
dilakukan
oleh Tim
Yustisi telah
ditambahkan
volume

kegiatan dari
tahun
sebelumnya.
Pelaksanaan
yustisi pada
tahun 2024
dilakukan
sebanyak 12
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi
DPRD

10

kali.

Penanganan Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum dalam
1 (satu) daerah
Kabupaten / Kota

Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Pemberdayaan
Perlindungan masyarakat
dalam rangka
ketentraman dan
ketertiban umum

Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
Termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang

87 Orang

237 Orang

Tidak
terlaksananya
kegiatan
pelatihan
anggota
Satlinmas

Mengevaluasi
dan mengkaji
kembeali
jadwal
pelaksanaan
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Tindak

Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /:]5 % Permasalahan Merfg:tasi Rekomcle ndasi
DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bernuansa Hak Asasi karena waktu | kegiatan
Manusia pelaksanaan tersebut.
berdampingan
dengan
kegiatan
pemilukada
serentak.
Kerja Sama antar Lembaga | 1 Dokumen | 1 Dokumen
dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan dan
Penanganan Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Pencegahan Gangguan 12 Laporan 12 Laporan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum melalui
Deteksi Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksaaan
Patroli, Pengamanan dan
Pengawalan
Penindakan atas 12 Laporan 12 Laporan
gangguan ketentraman
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim I -87
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Tindak

Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
Kebijak Uraian P iat P lah
ebijakan raian Program/Kegiatan % % ermasalahan Mengatasi | Rekomendasi

DPRD

Pemerintah Daerah

2 3 4 5 6 7 8 9 10

dan ketertiban umum
berdasarkan Peda dan
Perkada melalui
Penertiban dan
penanganan unjuk rasa
dan kerusuhan masa

Pengadaan dan 63 Unit 63 Unit
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman
dan Ketertiban Umum

Penegakan Perda
Kabupaten / Kota dan
Peraturan Bupati/
Walikota

Sosialisasi Penegakan 3 Laporan 3 Laporan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati /
Walikota

Penanganan atas 12 Laporan 12 Laporan
pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan-
peraturan Bupati /
Walikota
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Tindak

Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /:]5 % Permasalahan Merfg:tasi Rekomcle ndasi
DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengawasan atas 12 Laporan 12 Laporan
Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Mewujudkan | Program Penunjang
Tata Urusan Pemerintahan
Kelola Daerah Kabupaten / Kota
Pemerintahan
yang
Profesional,
Kredibel, dan
Berorientasi
pada
Peningkatan
Pelayanan
Publik
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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Urusan
Pemerintah

Pemerintah
Daerah

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target
%

Realisasi
%

Permasalahan

Upaya
Mengatasi

Tindak
Lanjut
Rekomendasi
DPRD

5

6

7

10

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

2 Dokumen

2 Dokumen

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtiar Realisasi Kinerja
SKPD

4 Laporan

4 Laporan

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
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Tindak
Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan °/§ % Permasalahan Merrl)gzz’tasi Rekomlndasi
DPRD
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Gaji dan 23 26 Banyaknya Mengevaluasi
Tunjangan ASN Orang/Bulan | Orang/Bulan | jabatan yang dan mengkaji
belum terisi kembeali
mengakibatkan | target
anggaran gaji | anggaran
yang tersedia | untuk sub
tidak dapat kegiatan
terserap secara | yang terkait.
optimal
Penyediaan Administrasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan 14 Laporan 14 Laporan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan
Semesteran SKPD
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
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Tindak
Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan °/§ % Permasalahan Merrl)gzz’tasi Rekomlndasi
DPRD
1 3 5 6 7 8 9 10
Pengamanan Barang Milik | 1 Dokumen | 1 Dokumen
Daerah SKPD
Penatausahaan Barang 1 Laporan 1 Laporan
Milik Daerah pada SKPD
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Pendataan dan 1 Dokumen | 1 Dokumen
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Pemulangan Pegawai 12 Laporan 12 Laporan
yang Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas
Pendidikan dan Pelatihan | - 12 Orang Mengevaluasi
Pegawai Berdasarkan Keterbatasan dan mengkaji
Tugas dan Fungsi SDM untuk kembeali
mengikuti target
diklat yang anggaran
telah untuk sub
dianggarkan kegiatan
yang terkait.
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim I -92

Tahun Anggaran 2024




Tindak
Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan %g % Permasalahan Merrl)g:tasi Rekomclendasi
DPRD
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan Komponen 1 Paket 1 Paket

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan | 1 Paket 2 Paket

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan 2 Paket 2 Paket

Rumah Tangga

Penyediaan Bahan 3 Paket 3 Paket

Logistik Kantor

Penyediaan Barang 1 Paket 1 Paket

Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen

perundang-undangan

Penyelenggaraan rapat 12 Laporan 12 Laporan

koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang

Urusan

Pengadaan Mebel 2 Unit 2 Unit
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Tindak

Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /:]5 % Permasalahan Me:g:’tasi Rekoml ndasi
DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Peralatan dan | 19 Unit 20 Unit Standar Harga | Mengevaluasi
Mesin Lainnya di SSH SIPD standar harga
lebih kecil yang ada di
daripada harga | SIPD dan
toko disesuaikan
dengan harga
yang ada di
pasaran
Pengadaan Gedung 9 Unit 9 Unit
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa Surat 1 Laporan 1 Laporan
Menyurat
Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
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Tindak

Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /:]5 % Permasalahan Merfg:tasi Rekomcle ndasi
DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan jasa 1 Unit 1 Unit
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas dan Kendaraan
Jabatan
Penyediaan jasa 22 Unit 25 Unit Pagu anggaran | Mengevaluasi
Pemeliharaan, Biaya yang tersedia | standar harga
Pemeliharaan, Pajak dan tidak yang ada di
Perizinan Kendaraan mencukupi SIPD dan
Dinas Operasional atau karena adanya | disesuaikan
Lapangan beberapa dengan nilai
kendaraan pajak.
yang terkena
denda.
Pemeliharaan Peralatan 39 Unit 39 Unit
dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi | 2 Unit 2 Unit
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi | 41 Unit 41 Unit
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
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Tindak
Urusan Pemerintah Target Realisasi Upaya Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /:]5 % Permasalahan Me:g:’tasi Rekoml ndasi
DPRD
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Urusan Pemerintah . Uraian Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan Program/Kegiatan %g % Permasalahan Melfg:’tasi Rekomenda]lsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 | Urusan Dinas Pemadam | Urusan 100% 95.29% Terkait masukan
Pemerintahan | Kebakaran dan | Pemerintahan dan saran dari
Bidang Penyelamatan | Wajib Yang Komisi IV dalam hal
Ketentraman Berkaitan kekurangan pos
dan Dengan Program Penunjang pemadam kebakaran
Ketertiban Pelayanan Urusan dan perlengkapan
Umum serta Dasar Pemerintahan alat pelindung diri,
Perlindungan Daerah akan dibentuk
Masyarakat Kabupaten/Kota secara bertahap
untuk tahun-tahun
berikutnya sesuai
kemampuan
anggaran daerah.
Kegiatan 100% 95.89% | Kegiatan ini
Perencanaan, telah dilakukan )
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Urusan Pemerintah . Uraian Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No . Kebijakan ) Permasalahan . .
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Mengatasi Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penganggaran, Dan sesuai dengan
Evaluasi Kinerja pelaksanaannya.
Perangkat Daerah
Kegiatan 100% 95.73% | Kegiatan ini
Administrasi telah dilakukan
Keuangan Perangkat sesuai dengan )
Daerah pelaksanaannya
Kegiatan 100% 92.45% | Kegiatan ini
Administrasi Barang telah dilakukan
Milik Daerah pada sesuai dengan ]
Perangkat Daerah pelaksanaannya
Kegiatan 100% 95.05% | Kegiatan ini
Administrasi telah dilakukan
Kepegawaian sesuai dengan ]
Perangkat Daerah pelaksanaannya.
. 100% 84.54% Kegiatan ini
Kegiatan .
Administrasi Umum telah fhlakukan -
Perangkat Daerah sesuai dengan
pelaksanaannya
Kegiatan Pengadaan 100% 100% Kegiatan ini
Barang Milik Daerah telah dilakukan
Penunjang Urusan sesuai dengan ]
Pemerintah Daerah pelaksanaannya
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Urusan Pemerintah . Uraian Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No . Kebijakan . Permasalahan . .
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Mengatasi Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan Penyediaan | 100% 90.15% | Kegiatan ini
Jasa Penunjang telah dilakukan
Urusan Pemerintah sesuai dengan
Daerah pelaksanaannya
100% 73.21% | Kegiatan ini
telah
direalisasikan
Kegiatan 'sesuai dengan
. jumlah Anggaran akan
Pemeliharaan - .
. kendaraan yang disesuaikan
Barang Milik Daerah . .
i dibayar pajak dengan
Penunjang Urusan
g dan telah kebutuhan
Pemerintah Daerah .
dibayarkan
sesuai dengan
tagihan dari
pihak ketiga
Program 100% 86.31%
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan -
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
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Urusan Pemerintah . Uraian Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No . Kebijakan . Permasalahan . .
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Mengatasi Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan 100% 86.00%
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadam, . . . ..
Penvelamatan dan Kegiatan ini Kegiatan ini
Y telah dilakukan | telah dilakukan
Penanggulangan . .
sesuai dengan sesuai dengan
Bahan Berbahaya lak lak
elaksanaannya | pelaksanaannya
dan Beracun P ya | p Y
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/kota
Kegiatan Inpeksi 100% 97.37%
Peralatan Proteksi
Kebakaran
Kegiatan Investigasi 100% 86.12%
Kejadian Kebakaran
Kegiat 100% 92.77%
Pegls ag Kegiatan ini Anggaran akan
T n
embercayaa telah dilakukan disesuaikan
Masyarakat dalam .
sesuai dengan dengan
Pencegahan elaksanaannya kebutuhan
Kebakaran P y '
Kegiatan 100% 84.75% | Kegiatan ini Anggaran akan
Penyelenggaraan telah ) )
. . T disesuaikan
Operasi Pencarian direalisasikan
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Urusan Pemerintah . Uraian Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No . Kebijakan ) Permasalahan . .
Pemerintah Daerah Program/Kegiatan % % Mengatasi Rekomendasi
1 2 3 5 6 7 8 9 10
dan Pertolongan sesuai dengan dengan
terhadap Kondisi pelaksanaan kebutuhan.
Membahayakan yang ada
Manusia
Urusan Pemerintah Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merrl)g:’tasi Rekomend ; i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 | Urusan Badan 97.79 29,557,800.
Pemerintah | Penanggulan | Melaksanak 00
an Wajib gan Bencana | an Perencanaan,
yang Daerah Kebijakan Penganggaran, dan
Berkaitan Penguranga | Evaluasi Kinerja
dengan n Resiko Perangkat Daerah
Pelayanan Bencana
Dasar
Urusan Koordinasi dan 97.52 5,349,500.0
Pemerintah Penyusunan Dokumen 0
an Bidang RKA - SKPD
Ketenteram
an dan
Ketertiban
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Urusan Pemerintah Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merf)g:tasi Rekomend ; i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Umum
serta
Perlindung
an
Masyarakat
Koordinasi dan 95.88 5,259,600.0
Penyusunan DPA - SKPD 0
Koordinasi dan 97.63 12,654,200.
Penyusunan Perubahan 00
DPA - SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat 100.00 | 6,294,500.0
Daerah 0
Administrasi Keuangan 59.72 2,426,579,1
Perangkat Daerah 74.00
Penyediaan Gaji dan 59.72 2,421,776,5 | Karena untuk Anggaran
Tunjangan ASN 74.00 perkiraan pada | Gaji tetap
Bulan Agustus | dianggarkan
2024 OPD BPBD | dan akan
Kabupaten disesuaikan
Muara Enim kembali sesuai
meningkat dengan
menjadi esselon | peningkatan
IL.b sehingga Esselon Kantor
untuk anggaran | menjadi Esselon
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Urusan Pemerintah Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merf)g:tasi Rekomend ; i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
gaji pegawai II dan juga
dianggarkan menghitung
sesuai dengan anggaran gaji
kebutuhan untuk
peningkatan penerimaan
Esselon dari PPPK Tahun
Esselon Ill.a Anggaran 2025
menjadi Esselon | sesuai dengan
II.b namun ketentuan yang
sampai berlaku
Desember
belum
terealisasi
Koordinasi dan 40.10 1,850,200.0 | Karena adanya
Penyusunan Laporan 0 faktor untuk
Keuangan Akhir Tahun kekeliruan kedepannya
SKPD dalam agar
pengadministra | dilaksanakan
sian dalam dan segera
pemberkasan ditindaklanjuti
Koordinasi dan 95.26 2,952,400.0
Penyusunan Laporan 0
Keuangan
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Urusan Pemerintah Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merf)g:tasi Rekomend ; i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bulanan/Triwulan/Semest
eran SKPD
Administrasi Barang Milik 96,40 140,539,80
Daerah pada Perangkat 0.00
Daerah
Penyusunan perencanaan 99.88 | 63,023,800.
Kebutuhan Barang Milik 00
Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik 97.39 | 77,516,000.
Darah SKPD 00
Rekonsiliasi dan - - karena buffer
Penyusunan Laporan stock ATK
Barang pada SKPD masih cukup
dan tersedia
sehingga belum
direalisasikan
atau at cost
Administrasi 53.04 39,780,000.
Kepegawaian Perangkat 00
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan 53.04 39,780,000. | Karena Kegiatan | akan tetap
Pegawai Berdasarkan 00 Bimtek dan dianggarkan
Tugas dan Fungsi Pelatihan belum | guna
ada yang meningkatkan
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Urusan Pemerintah .. ) ) Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
N Kebijak U P m/Kegiat P lah
® | Pemerintah Daerah ehyakan rajan trogramytegiatan % % ermasaiafian Mengatasi Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mengaju pada propesionalisme
pengembangan | serta
Kompetensi kompetensi
ASN di bidang | ASN untuk
Kebencanaan menunjang
sehingga hanya | kinerja
sebagian Pemerintahan
kegiatan sesuai dengan
pelatihan serta | Informasi
bimtek yang Bimtek yang
bisa terserap legal dari
Pemerintah
Administrasi Umum 87.76 796,300,98
Perangkat Daerah 3.00
Penyediaan Komponen 57.20 8,744,900.0 sehubungan
) Karena
Instalasi 0 . dengan
L persediaan )
Listrik / Penerangan peningkatan
peralatan
Bangunan Kantor Esselon Kantor
Komponen Lo
) menjadi Esselon
Instalasi I sehineea
i
Listrik /Peneran 88
kebutuhan
gan Bangunan .
) penyediaan
Kantor masih o
. peralatan listrik
tercukupi
banyak ruang
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Urusan Pemerintah Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
No Pemerintah Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan 0 /Og % Permasalahan Merf)g:tasi Rekomend ; i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sehingga tidak | yang
terealisasikan memerlukan
sumber daya
dari alat
pendukung
listrik sehing
biaya alat listrik
masih perlu
dianggarkan
dan bisa
memungkinkan
akan bertambah
sesuai dengan
keperluan yang
ada
Penyediaan Peralatan dan 99.83 | 17,719,584.
Perlengkapan Kantor 00
Penyediaan Bahan Logistik 94.24 129,224,30
Kantor 0.00
Penyediaan Barang 98.22 16,097,700.
Cetakan dan Penggandaan 00
Penyediaan Bahan Bacaan 97.73 6,570,000.0
dan Peraturan Perundang- 0
undangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Il -105
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Urusan Pemerintah .. ) ) Target | Realisasi Upaya Tindak Lanjut
Kebijak U P t P lah
No Pemerintah Daerah ehyakan raian Programy/Kegiatan % % ermasaiafian Mengatasi Rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyelenggaraan Rapat 86.53 617,944,49
Koordinasi dan Konsultasi 9.00
SKPD
Pengadaan Barang Milik 